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PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

.Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah, Walikota Langsa menetapkan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa;

bahwa ketentuan-ketentuan pada Peraturan Walikota
Langsa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Langsa perlu dilakukan penyesuaian,
scbagai tindak lanjut atas review yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Langsa bersama Lembaga Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan serta Instansi terkait, dengan
meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota, Langsa
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Langsa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Walikota Langsa tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Langsa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

.Indonesia Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...



S.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomwor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
99, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

12. " Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4652};

13. Peraturan Pemerintah ...



13.

14,

15.

16,

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaga Negara Rebublik Indonesia Nomor
2340},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

" Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

18..

19.

20.

21.

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabhun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemetintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

'Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

22.

23.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

24, Peraturan Menteri ...



Menetapkan :

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

.tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

26. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);

27. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2008 Nomor 4} sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tabun 2013 tentang

" Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota
Langsa Tahun 2013 Nomor 4); '

28. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.

3. vAkuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterprestasian atas hasilnya.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

5. SAP ...



10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan

- pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

dalam APBK,

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul,
nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota
sebagai pedoman dalam menyusun dan menysajikan laporan

.keuangan pemerintah wuntuk memenuhi kebutuhan

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota yang seclanjutnya
disingkat SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain  untuk
mewyjudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi Pemerintahan Kota Langsa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Kota dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun
Kota Langsa. :

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengarub
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas
serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
akrual.

Pengakuan adalah proses penctapan terpenuhinya kriteria

_pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ckuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai wang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan Yang menyajikan

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

- 17. Laporan ...
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/ Sisa Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiKPA), koreksi dan SAL akhir,

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjuinya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan. _

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE

‘adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CalK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,

“Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang

memadai.
Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat

_SKPK adalah perangkat Kota pada Pemerintah Kota selaku

pengguna anggaran /pengguna barang.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan
yang menurui ketentuan peraturan perundang-undangan

"wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.

28. Pendapatan-LRA ...
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umurmn Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Kota.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lehbih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
Kota.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,

. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
_timbulnya kewajiban.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
Pemerintah Kota maupun masyarakat serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan

" yang diperfukan untuk penyedisan jasa bagi masyarakat

wmum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi Pemerintah Kota.

Ekuitas adalah kekayaan bersth Pemerintah Kota yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Kota.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir

.periode untuk mengakul pos-pos seperti persediaan,

piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada
transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan Klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Kota.

BABII

RUANG LINGKUP, AZAS UMUM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2 ...



Pasal 2

Ruang lingkup kebijakan akuntansi Pemerintah Kota terdiri atas
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh Pemerintah Kota dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagian Kedua
Azas Umum

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota dibangun atas dasar
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kebijakan akuntansi ini mengatur ketentuan yang belum diatur
maupun memperjelas ketentfuan dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan.

(2) Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan dengan kebijakan akuntansi,
maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif
terhadap Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

" Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi
di masa depan.

(3) Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
Pemerintah Kota Langsa dan tidalkk untuk informasi lain yang
disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.
Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat
membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan
Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek
vang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.

Bagian Ketiga
Kebijakan Akuntansi

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota mengatur kebijakan
akuntansi pelaporan keunangan.

(2] Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota mengatur kebijakan
akuntansi pendapatan, beban dan belanja, transfer, pembiayaan,
piutang, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dana
cadangan, aset lainnya, dan kewajiban.

{2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota mengatur kebijakan
akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi
dan peristiwa luar biasa.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.



Pasal 7 ...

Pasal 7

Lampiran dari Peratiran Walikota Langsa tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Langsa ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
| BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota
Langsa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Langsa {Berita Dacrah Kota Langsa Tahun 2014
Nomor 482) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Desember 2015 M
6 Rabiul Awal 1437 H

F“ WALIKOTA LANGSA, &"

—_—a Gz

—£ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 Desember 2015 M
6 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

e -
A O s
SW

BERITA DAERAH KOITA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 3556



LAMPIRAN I:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA LANGSA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan
a. Tujuan
Kebijakan akuntansi pelaporan kenangan ini mengatur penyajian
laporan  keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun
antar entitas. | ‘
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan pcraturan perundang-undangan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh
pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman
struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan
keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis
akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-
transaksi -spesiﬂk dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani
standar akuntansi pemerintahan.
b. Ruang Lingkup
Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi
yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.
c. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah kota yaitu basis. akrual. Namun, dalam hal anggaran
disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA diéusun
berdasarkan basis kas.
2. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,
arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan
yvang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
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j. Beban; dan

k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi

tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan

informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk

dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas

pe]aporar; selama satu periode.

. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan

terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reporff dan

laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
Laporan Realisasi Anggaran;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

a.

b

c

d. Laporan Operasional,
) .

1.

4. Struktur dan Isi

a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah kota yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Pendapatan-LRA;

Belanja;

Transfer;

Surplus/Defisit-LRA;

Pembiayaan; dan

o@D

6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berilat:

YA



Saldo Anggaran Lebih awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

Lain-lain; dan

Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah kota menyajikan rincian lebih lanjut dari

SN S

unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah kota mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. pemerintah
kota mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar
serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

Beban dari kegiatan operasional;

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;

el

Pos luar biasa; dan

5. Surplus/defisit-LO.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1. EEuitas awal;

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,

3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
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perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar, seperti:
a. Koreksi kesalahan mendasar dari pcrscdiaan yang terjadi
pada periode sebelumnya;
b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
¢. Ekuitas akhir.
g. Catatan atas Laporan Keuangan
" Hal-hal vyang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan antara lain adalah:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas
akuntansi;

2. Informasi tentang kebijjakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target; _

4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar
muka laporan keuangan; dan

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

- keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sccara sistematis. Setiap

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus

Kas, dan Laporan Perubshan Ekuitas harus mempunyai referensi

silang dengan informasi terkait dalamm Catatan atas Laporan

Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan

atas Laporan Keunangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
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. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan;

. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang memeriukan pengaturan lebih
rinci oleh entitas pelaporan; dan

. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.



FORMAT LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan SKPK
a. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH EQTA LANGSA
S8KPK
LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dsn 20X0

{Dalam rupiah)
Eenalksn/
. KO, _ URAIAN 20x1 20X0 Pennrodan %)
1 | PENDAPATAN
2 FPENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daereh XX o™X XX A=zx
4 Pendapatan Retribusi Daerah o XXX xxx Xxx
S Lain-lain PAD yang Sah XEX xxx XXX Xoxx
6 Jumlah Pendapatan Asli Dacrah xxx XXX xXK _Xxx
7
B JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XRK Xxx
g9
10 | BELANJA
11 BELANJA DPERASI
12 Belanja Pepawai xxx xooe XXX Hoox
13 Belanjg Barang XXX XX _Xxx Xxx
14 Jumish Belanja Operasi AXX XXX X% Xxx
15
16 BELANJA MODAL
17 Belanja Tangh, XXX xxx XXX Xxx
18 Belanja Peralatan dan Mesin 00 XXX XXX X=x
19 Belanja Gedung dan Bangunan XXX X XXX Xxx
20 Belanja Jalam, Irigasi dan Jaringan oo R XX Hex
21 Belania Aset Tetap Lainnya XXX xx b.10v 4 Xxx
22 Belanja Aset Lainnya - XEX XXX xox Xxx
23 Jumilsh Belanjn Modal XEX xcr XREX Xxx
24
25 Jumlah Belanja XuR xRx e Xxx
26
27 SURPLUS/ DEFISIT XXX X XXR Xxx




b. Neraca

PEMERINTAH KOTA LANGSA
SKIFE

i
o

v
Y

BB E N n TR e N UL WL -

.~ %]
85N

27

TR, LA
NERACA
U FPER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
ASET

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimasn
Piutang Pajak
Pintang Retribusi
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayer Dimuka
Bagian Lancar Tagihsn Penjualan Angsuren
Bagian Lancar Tuntutan Gent Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan
Jumtah Aset Lancar

ASET TETAP

Tangh

Peralatoan den Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumiah Aset Tetap

ASBET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti
Kermgian
Kemitrasn dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Jumiliah Aset Lainnya
JUMLAH

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGEA PERDEEK
Utang Perhitungen Pihak Ketign (PFK)
Utang Belanja
Utang Jangia Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH

ERUITAS
Elaritas
JUMLAR EEUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

EEEEREEREE:

TR

BHEABERH

TEEEEEE]
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HE[FEE &

EEEEE:
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c. Laporan Operasional

[T e |
PEMERINTAH EOTA LANGAA
75 e
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 200
(Dalam rupish)
Eenalkon/
NO. URAIAN 20X1 20X0 Penurunan | (%)
KEGIATAN OPERABIONAL
1 | PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pgjak Daerah XXX xxx bv.+.4 Xox
4 Pendapaten Retribusi Daerah XX, xxx XEX Xxx
5 Lain-lain PAD yang Sah XXX K XXX Xxx
& Jumish Pendapatan Asli Dasrah XXX XXX X Xxx
7
8 BEBAN
9 BEBAN OPERASI
10 Beban Pegawai
11 Beban Barang Jasa
12 Beban Bunga xxx XXX XXX Xxx
13 Beban Subsidi X XXX XX Xxx
14 Beban Hibah X xXx KX 3z
15 Beban Bantuan Soaial XXX XK XXX Xt
16 Behan Penyusutan
17 Beban Lain-lain
18 Jumiah Beban Operasi ARX AKX ERX Xxx
19
20 JUMLAH BEEAN xx X xR Xxx
21
22 SURPLUS/DEFISIT ~ 1O XX e xnx Xxx




d.

Laporan Perubahan Ekuitas

[ —]
PEMERINTAH KOTA LANGSA
SHPE

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ONTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

NO PRALAN 20X1 20X2
1 | EKUTTAS AWAL XEX Mxx
2 | SURPLUS/DEFISIT-LO X Xxx
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLJAKAN/ KESALAHAN
MENDASAR:

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX Xxx
5 SELISTH REVALUASI ASET TETAP XXX Xxx
6 LATN-LAIN *XX Xx=x
7 | EKUITAS AKHIR Xxx Xxx

]
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2. Laporan Keuangan PPKD
a. Laporan Realisasi Anggaran

B PEMERIRTAH KOTA LANGBA
PEPED

LAPORAR REALISAST ANGGARAN FERDAPATAN DAN BELANJA

¢ TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam
rupish)

2
o

URAIAR ANgparan
20X1 20X1

20¥0

o~ ttn b Wk

©

Db 00 L0000 LW W b N B
phagrueuaue e R ERRERERREEEsSEnEeRES

A028Ea584E5

PENDAPATAN ASEI DAERAH
Pgjak Daerah
HM@mmmﬂ&mmMm&mmmmmmwm
Dipisahltan
Lain-lain PAD yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Haeil Sumber Daya Alam
Danga Alokasi Umum
Dana Alokaai Khusus

TRANSFER FEMERINTAH FUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khiisus
Dana Penyesuaian

TRANSFER PEMERINRTAH PROVINS]
Pendapatan Begi Hasil Pajak
Pendapatan Begi Hasil Lainnya

LAIN-LAIN FENDAPATAN TANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

BELANJA

BELANJA OPERASK
Bélanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tals Terduga

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASTL PENDAPATAN
Transfer Bagi Haasil Pajak
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainys,

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Tronsfer Bantuan Kenangan ke Pemerintah kota Lainnya
Transfer Barthan Kenangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

RiE d B

Jumlah Pendapatan Anli Dxerah

ERER

R

LR

JEEEE

Jumlah Pendapatan Tranafer Dana Perimbangan

JEERE:
EEEE

{8

Jumlah Pendapaten Transfer Dans Lainnya

R

LR

Jumiah Transfor Pemerintah Provinal

Jumlah Pendspatan Transfer

R

R

Jumlah Laindsin Pendapatan yang Sah

LR

JUMLAH PENDAPATAN

LR

R EFF? HEE WHEAEE

JEERE:

Jumilsh Belanja Operasi

IEERE
EEEE

. Jumilah Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

Hid
L

BB HFEEE

gk

Jomish Transfer Bagl Hasil Pendapatan

1
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Jumlah Transfer Baninan Kouangan

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
SURPLUS/ DEFISIT

TAAN

PENERTMAAN PEMBIAYAAN

Penpgunaan SILPA
Pencairan Dena Cadengan
Haesil Penjnalan Kelayaen Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah kota Lainnya
Finjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangen Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjeman Dalam Negeri — Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjesnan kepada Perusghaan Negara
Lainnya
Penerimasn Kembali Piutang
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulis

Jumish Pencrimaan Pemblaysan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertann Modal/ Investasi Pemerintah kota

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerl - Pemerintah

Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

kota Lainnya

Pembayaren Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bank

Pembsyaran Pokok Pinjaman Dalom Negeri - Lembaga

Kenangan Bukesn Hank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam- Negeri - Lainnya

Pemberian Pinjamsn lepada Perusahaan Negera

Pemberian Pinjaman nepada Peruashasm Daerah

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Dacrah Lainnya
Jumiah Pengaluaran Pembinynan

SISA LEDIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA EURANG
PEMBIAYAAN ANGGARAN)

B [ KK
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b. Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAH KOTA LARGSA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ARGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

no TURAIAN 20X1 20X2
1 Saldo Anggarsm Lebih Awal = =
2 PenggunaanSALsebagaiPcnnimaaanbiayaanTahun Berjalan froxx) xxx)
3 Subtotal (1+2) Xxx Xxx
4 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anpgaran (SILPA/SIKPA) Xxx Xxx
5 Subtotal (3+4} Xxx Xxx
6 | Korekst Kesalahan Pembuluss Tahun Sebelumnya Xxx xx
7 | Lein-lein Xxx Xxx
8 Saldo Anggeran Lebih Akhir xx Xxx

13%



C.

Neraca

PEMERINTAH KOTA LANGSA
PPED
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

2

=2
o

Anggeran 20X1

Realisasi 20X1

o~ O B bR

[

A eAP N e AR R0 2B RYRNYBBRERRNRRR BB RE8ERIGGRENRS

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah
“ Investasi Jengkn Pendele

Penyisithan Piutang
Bagian Lancar Pinjamen kepada Perusahaon Negara
Bagianl.ancaerjamankxpa.daMusahmDmh
Bagian Lancer Pinjamen kepada Pemerintah Pusat
Bapian Lancar Pinjaman lepada Pemerintah kota

Lainnya

Bagian: Lancar Tagihen Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Gemti Rugi
Piutang Lainmya

INVESTASI JANGEA PANJANG
= Investasi Nonpermanen
Pinjeman Janglka Panjang
Investas dalam Surat Utang Negara
Investasi datam Proyek Pembangunen
Investasi Nonpermanen Lainnya
Jumiah Investasi Ronpermanen
Investasi Permanen
Penyertaan Model Pemerintah kota
Investasi Permancn Lainnya
Jumish Investasi Permanen
Jumlnh Investasi Jangks Panjang

DANA CADANQAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Azct Lain-lain
Jumiah Aset Lainnwyn

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

EKEWAJIBAN JANGEA FEXDER
Utang Perhitungan Pihak Kedga (PFK)
Utang Bunga
Bagien Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterimma Dimulka
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumiah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAR JARGEA PANJANG
’ Utang Dalam Negeri - Sclctor Perbanken
Utang Daiamn, Negeri — Obligasi
Fremium (Diskonte) Obligast
Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumiah Eewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

HEEERENEEEE

HEH o F AR

JHjER RAHHE

HREE REgHE

Bl HEE9H

| HEFER K

R EEE

HFEEEE

Al E G B

L




61 | ERULTAS
62
63 ERUITAS
64 Eluitas o Xxx
65 Jumlah Eluitas XN Xxx
66
JUMLAH EEWAJIBAN DAN
67 EXUITAS DANA o™




d. Laporan Operasional

[T |

PEMERINTAH KOTA LARGSA
PPKD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam rupi

HO.

URAIAN

Eenaikan/
Pepurunan

o~ b Wk

-]

8NDN}NMMI\JMMNI—PIHH'-HHI—-HH
WD =N L W= 0W =Mk WK =0

KEGIAT. WAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Dacrah
Pendapaten Hasil Pengelolean Kekayaan Daerah yang
Dipisalikan
Lain-lain PAD yang Sah
Jumiah Pendapatan Asli Daerah

PENDAFPATAN TRANBFER
TRANSFER PEMERINTAH FUSAT - DARA
PERIMBARGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dara Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendaputan Transfer Dona Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH FUSAT LAINNYA
Dena Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumish Pendapatan Transfer Lainnya

TRANESFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapaten Begi Hasil Lainnya
Jumiah Transfer Pemerintah Provins!
Jumlah Pendapatan Trensfer

LAIN-LAIN PENDAFATAN YANG SAH
Pendapetan Hibah
Pendapatan Lainnya
Jumilah Lein-lain Fendapatan yang Sah
- : JUMEAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBARK OFERASI
Beban
Subsidi
EBeban Hibah
Beban Bantuam Sosial
Beban Lain-lgin

Jumlsh Beban Operasi

Beban Trensier Bagi Hasil Pajak
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapaten Lainnya
Beban Transfer Bantuan Kenangan ke Pemerintah kota
Lainnysa
Beban Tranafer Bantuan Keusngan ke Desa
Beban Trensfer Kevangan Lainnya
Jumilnh Bebhan Transfer
JUMLAH BEBAN

JUMLAR SURPLUS/DEFISIT DARK
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFIBIT DARI . WAL
BURPLUS NOR OPERASIONAL
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Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surptus dari Kegiaten Non Operasional Lainnya
Jumiah Burplus Non Operasional

DEFISIT RON OPERASIONAL
Defisit Penjuslan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaisn Kewsjiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAR NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT BEEFLUM FOS
LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumixh Pendapaten Luar Bissa

BEBAN LUAR DIASA
Behaa Luar Biasa
Jomiak Beban Luar Biana
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT - LO
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e. Laporan Perubahan Ekuitas

[, ) PEMERINTAH ROTA LANGSA

PPED
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

NO ) TRATAN 20X1

a

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT-LO _

DAMPAK. KITMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR:
KOEEKS! NILAI PERSEDIAAN
SELISIH REVALUASI ASET TETAP
LAIN-LATN

EKUITAS AKHIR
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3. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa
a. Laporan Realisasi Anggaran

Ll

PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAPORAK REALISAST ANGGARAN PERDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 202(1 dan 20X0

URAIAN

Kenaikanf
Fenurunan

Voo o awn~S

ATAN

PENDAPATAN. ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapaten Hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh yang
Dipisahlcan
Lain-lain PAD yang Sah
Junmlah Pendapatan Asll Doerak

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERTMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dania Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendapatan Tranafer Dana
Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNTYA
Dana Otonomi Khusus
Dana,
Penyesuaian
Jumiah Pendapatan Transfer Dana Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsl
Total Pendapatan Transfer

28 LAIN-LATH FENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan
Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumiah Lain-lain Pendapatan yang Sah
JUMLAR PENDAPATAN

BELANJA
36 BELANJA OPERASI

Belanja Peguawai
Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibeh
Bantuan Sosial

Jumiah Belanja Oporasi

BELANJA
MODAL

Belanja Tanah
Bclan]aPeralm dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belonja Aset Tetop Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumish Balanja Modat

54 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Talk Terduga
Jusnlsh Belanjn 1wk Terdugs
Jumish Belanja

59 | TRANSFER
60 TRANSFER BAGI HABIL KE DESA
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Bagi Hasil Retribusi

Bay Hasil Pendapatan Lainnya
Jumlah Transfer Bagl Hasil ke Desa

TRANSFER BANTUAN EEUANGAN
Bantuan Keuangsn lee Pemerintah kota Lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya '
Jumilah Transfer/Bantuan Keuangan
Juminh Transfer
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS/ DEFISIT

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan

SILPA
Pencairan Dana Cadangsn
Hasil Penjualen Kekayaan Daerab yang Dipisshican
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah kota Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keusmgan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjamen Dalam Negeri - Obligasi
Pinjamen Dalam Neperi - Lainnya
Penerimasn Kembali Pinjaman kepade Perusahasn Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Penisshaan Daerah
Lainnya

Jumlah Penerimaan

PERGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Modal Pemerintah kota
Pembayaran, Pokok Pinjatnan Dalam: Negeri - Pemerintah
Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pémerintah
lota Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neperi - Lembaga
Keuangan Pukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerl - Ohligasi
Pembayaran Pokok Finjaman Dalaan Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahann Daerah Lainnya
Jumiah Fongoluaran
PEMBIAYAAN NETO

T Sisa Lobih Pomnbisyunan Anggaran
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b. Laporan Operasional
[k LA_ |

@

FEMERINTAH KOTA LANGSA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUX TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalem rupish)

8

URAJIAN

——r—

Kenaikan
Papurnnan

%)

V=30 = L I R 2 B VI o

O INAL

PENDAPAT ]
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajalk Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaam Kekayasn Daerah yang
Diui
Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Dacrak

PENDAPATAN TRANSFER

THANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Begi Haail Pejalc
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Unmnim
Dana Alokasi Khusus
Jumiiah Pendapatan Transfor Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINRYA
Dana Otenomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumilah Pendapatun Transfer Lalnnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
“Pendapaten Bagl Hasil Lainnya
Jumilah Transfer Pemerintah Provinsi
Jumlsh Pendapaten Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN TANG DAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
Jumiah Lain-lsin Pendspatan yang Sah
. JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
OPERAS]

Beban Pegawai
Beban Barang Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Bebon Bantan Sosial
Beban Penyusutan
Beban Lain-lain
Jumilah Beban Operasi

BEBAN
TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajek
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Tranafer Bantuan Keuangan ke Pemeriniah kota

Lasnnya
Beban Transfer Bantuan Keunangan loe Desa
Beban Transfer Keuangan Leinnya
Jumiah Beban Yranafer
JUMLAE BEBAN

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARL
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Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surphis Penyelessian Kewajiben Jangka Panjang

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumilah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewsajiban Jangka Panjang
TieBisit dari Kegiatan Noty Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Opernvional

POS LUAR BIASA .
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumiah Pendapatan Luar Biasa

BREBAN LUAR BIASA
Bebon Luar Biasa
Jumiah Beban Luar Biasa
YOS LUAR BIABA

SURPLUS/DEFISIT - LO

== | =xx | ®=:Xx | XX
7 | = | =x | x=x
ox | =xx | xxx | IXX
xxx | xx ! XX | XRR
xx | ox | xxm | XX
XXz | ®»x | =X | X
xx | ox | @ xx | XX
xxt | == | x=xx | xxx
R | x| x| ¥ER
xxx | Dt |] x| X
oy | xxx | 0 xaxx | Xxx
aax | x| 2 mxx | Xxx
== | x=x | x> | Xxx
aex | oo | O xmx | Exx
xx | e | xxx | Xxx
mxx | o { x| Xxx
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d. Neraqa

[ o) PEMERINTAH KOTA LANGEA

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupish)

2
O

Anggaran 20X1

Realisasi 20X1

R A

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kag di Bendahara Pengeluaran

Kas i Bendahara Penerimaan

Investaxi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Penyisihan Piatang

Belanja Dibayar Dimula

Bagian Lancer Pinjexen kepada Perusshaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah kota

Laitunya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan

Jomlah Aset Lancar

INVESTASE JANGEA PANRJANG

Investasl Nonpermuansn

Pinjaman Jangica Panjang

Investasi dalam Surat Uteang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunen

Investasi Nonpermenen Lainnya
Jumiah Investesi Nonpermanen

Inveatasi Parmanen

Penyertaan Modal Pemerintsh kota
Investasi Permanen Lainnya
Jumiah Investrsl Parmansn
Jumish Irvestasi Jangks Panjeng

ASET TETAP

Taneh
Peralatan dan Mesin
Gethung dan Bangunan
Aset Tetap Lainnyn
Konstruksi delam Pengerjaan
Akumulasi Penynsutan
Jumlah Asat Tetap [36 »/d 43)

DANA CADANGAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINRYA

Tagihan Jangke Panvjang

Tuntutan Gant Rugi

Kemitraon dengan Pihak Ketige

Aset Tidak Berwujud

Asget Lain-lain
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
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54

a1l

65
66
67

60
70
71
72

74
75

gdgda

KEWAMNBAN

KEWAJIBAN JANGEA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK}
Utang Bunga
Bagian Lancar Uteng Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimulea
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumiah Kewajiban Jengha Pendek

EEWAJIBAN JANGEA PARJANG
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri - Obligasi
Premium (Disleento) Obligasi
Utang Jangks Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangks Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

Elmitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

XXX XXX
xx% X
XX Xxx
XXX Xxx
Xxx Xxx
XX Xxx
xR Xxx
xxx Xxx
XXX Xxx
XXX Xxx
XXX Xxx
xxx Xux
XXX Xxx
XX Xxx
REX X

24%



e

. Laporan Perubahan SAL

[mu— PEMERINTAH EOTA LANGSA

@ LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

' PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

NO URAIAN 20x1 20X2

1 Saldo Anggaran Lebih Awal X xxx
2 { Penggunaan SAL sebagai Penerimasn Pembiayaan Tahun Berjalan {xxx} rxx)
3 Subtotal (1+2) 2x XXX
4 | Sisa Lebih/ Kurang Fembiayzan Anggaran (SILPA/SIKPA) Axx XEX
5 Subtotal (3+4) Xxx XX
6 | Koreksi Kesalshen Pembukuan Tahun Sebelumnya Xoox XXX
T Lain-fain e XX
8 Saldo Apggaran Lehih Akhir o XXX

s &



f. Laporan Perubahan Ekuitas

[ |

@ . PEMERINTAH KOTA LANGSA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

mmstummmmmmmatmmm1 DAN 20X2

TURAIAN

20x1

=] O A B W N e

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT-LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
KOREKSI NILAl PERSEDIAAN
SELISIH REVALUASI ASET TETAP
LAIN-LAIN

EKUITAS AKHIR

g8

HE R
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g. Laporan Arus Kas

e | PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAPORAN ARUS EAS
Untuk Tabun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desamber 20X1 dan 20X0
Motode Langsung
(Dalam Rupiah)
NO DURAIAN 20X1

Arns Ras darl Aktivitas Operasi

Arua Masulk Kss
Penerimaan Pajalk Desrah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimasn Hasil Pengelolaan Kekayasn Dagrah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Penerimaan Dana Bogi Hasil Pajak
Penerimasn Dana Bagi Hagil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum

10 Penerimaan Deana Alokasi Khusus

11 Penerimaasn Dans Otonomi Khusus

12 Penerimasn Dena Penyesualan

13 Penerimanan Pendapatan Bagi Haail Pajak

14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

15 Penerimaan Hibah

16 Penerimnann Dang Dararat

17 Fenerimaan Lainnya

13 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

19 Jumish Arus Masnk Eas

20 | Aruoa Keluar Eas

21 Fembayaran Pegawai

23 Pembayaran Barang

23 Pembayaran Bunga

24 Fembayaran Subsidi

25 Pembayerem Hibah

26 Pembayaran Bantian Sogial

[T= 0 R - L S SR

7 Pembayaran Tak Terduga

28 Pembayaran Beagi Hasil Pajalc

29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Laimya
al Pembayaran Luar Biasa

32 Jumtlah Aros Keluar Kas

a3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
34 | Arus Kas darl Aktivitas Investasi

35 | Amus Masuk Has

3% Pencairan Dana Cadangan

kg Penjualan atas Tanah

38 Penjualan atas Feralatan dan Mesin

39 Penjualan aias Gedung dan Bengunan

10 Penjualan atas Jalan, Irigasi dex Jaringan

41 Penjualan Aset Tetap Lainnya

42 Penjuelan Asect Lainnya

43 Hasil Penjualen Kelayaan Daerah yang Dipisahlan
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

45 Jumish Arus Masuk Kas

46 | Arua Keluar Kus _
47 Pembentulosn Dana Cadangan

48 Perolehan Tanah

49 | Perolshan Perslatan dan Meain

50 Perolehan Gedung den Bemgunan

51 Perolehan Jalan, Irigasi dan .Jaringan
52 Perolchan Aset Tetap Lainnya

33 Perolehan Aset Lainnya

>4 Penyertaan Modal Pemetintah kota

55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
56 Jumilah Arus Keluar Kas

57 Arus Kas Bersih darl Aktivitaxs Investasi
58 | Arua Kas darl Aktivitan Pendanaan

§9 | Arua Masuk Kas

50 Pinjemen Delarn Negeri - Pemerintah Pusat

61 Pinjamen Dalaan Negeri - Pemerintah keota Lainnya
62 Pinjamen Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

AREHABHEA AN HEREAE AN AR
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63 Pinjamen Dalam Negeri - Lembage Keuangan Bukan Bank
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63

67
68
69
70
71
T4
73
74
75
76

73
T
80
al
a2
83
a4
85

87
B8
89

91
o2
93

Pinjamen Dalam Negeri — Obligasi
Pinjeman Dalam Negeri — Lainnya
Penerimasn Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimean Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembeli Pinjaman kepada Pemerintah kots Lainnya
Jumish Arus Masuk Kas
Arus Kelusr Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintab Pusat
Pembayaran Pokok Pinjamen Dalem Negeri - Pemerintah kota Laintiya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembega Keuangan Benk
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-l.mnbagﬂl{euangmBu.kanBank
Pembayaran Pokok Pinjeman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laintiya
Pemberian Pinjamat: keparta Perusahaan Negara
Pembui@nﬁnjamankep&da?msahamm
Pemberian Pinjamsn kepada Perusahasn Daerah Lainnya
Jumlah Arus Eelnar Kas
Arus Kas Beralh daxl Axtivitas Pendanaan
Aros Kas dari Aktivitas Tranaitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perbitungan Fihak Ketiga
Jumiah Arus Masuk Eas
Arus Heluar Kas
Pengeluaran Perlitengan Fihak Ketiga
Jumiah Arus Kelusr Ens
Arus Eas Bersih dark Aktivitas Transitoris
Kenaikan /Penurunan Eas
Baldo Awal Kas 41 BUD & Has 4i Bandahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas 4i BGD & Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kaa di Bendahara Penorimann
Baldo Akhir Has

XX | XXX
xx | =X
XXX xxx
o ==
XXX XXX
xmx | xR
g xxx
X e
XXX XXX
xx | X=X
XXX | 9 x=xx
X | XXX
X | X=X
XX XXX
XXX XX
XX | XEx
XEx | =XEX
o | XXX
XKEE | XEX
xx | XX
FE | Exx
XXX | Xk
XXX | KEX
XAKE | XEX&
AEE | EER
XK | XXX
™ | =x=x

28ﬂ



PEMERINTAH KOTA LANGSA

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

PENDAHULUA

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan kenangan pemerintah kota

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan kevangan pemerintah kota

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan kenangan pemerintah kota

Bab Il

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 | Ekonomi makro

22 Kebijakan kenangan

2.3 Indikator pencapaien target kinerja APBD

Bab Il Ikhtisar pencapaian kinerja kenangan pemerintah kota
3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah kota
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
4,1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah kots
4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan kenangan
pemerintah kota
4.4 Penerapan kebjjakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam SAP pada pemerintah kota
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah kota
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pes pelaporan keuangan
pemerintah
5.1,1 [ Pendapatan — LRA
5.1.2 | Belanja

5.1.3 | Transfer

5.1.4 | Pembiayaan

5.1.5 | Pendapatan — LO

5.1.6 | Behan

5.1.7 | Aset

5.1.8 | Kewsjiban

5.1.9 | Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yeng timbul sehubungan)
dengax:_\_ pencrapan basis akrusl atas pendapatan dan belanja  dan|
wckonsiliasinga  dengan  penerapan  basis kas, untuk enmaj

pad

akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan basis akmal
pemerintah kota,

Bab V1

Penjelasan atas informasi-informasi nonkevangan pemerinteh kota

Bab VII

Penutap
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CATATAN ATAS HLAPORAN KEUANGAN
1. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain adalah:

a.
b.

C.

d.

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

_Ikhtisar pencapajan target kenangan selama tahun pelaporan

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan,;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
_Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan;

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-
hal berikut ini:

H.

Dasar pengukuran yang digunakan dalem penyusunan laporan
keuangan;

Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang
berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar
Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
dan

Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

30}2



4. Suatu entitas mengungkapkan hal-hal berilcut ini apabila belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangar, yaitu :

a.

domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana
entitas tersebut beroperasi;
penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya,;

~dan

ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.

31ﬂ



KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari
seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPK menjadi
satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan
keuangan Pemerintah Kota sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan
konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili
Pemerintah Kota sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat
karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun
dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office — Branch Office). PPKD
bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPK bertindak sebagai
kantor cabang.

PPKD Laparan Keuangan
(Kantor Pusat sebagal }|—————p Konsolidasianh
konsofidator)
B Y
SPKK PPKD
(sebagai Kantor Cabang) {dalam fungsi sebagal
) Entitas Alkuntansi)

Dasar  penyusunan laporan keuangan konsolidasi  adaiah
menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh
SKPK dengan PPKD termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2
tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheel)
konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan
pemerintah kota sebagai entitas pelaporan.
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-

NS SKPK setelah
penyesuaian

NS PPKD setelah
penycsuaian

 —

/
Jurnal Eliminasi

B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI

—

WORKSHEET
KONSOLIDASI

2

N

LRA Pemda

SAL Pemda
_._____,__._-""—'-——_-
LO Pemda
L_____,__--""_‘-——_.
LPE Pemnda
-.._____._..——-""-__——

L=

LAK Pemda
|-—_______——-"’"'—_‘-__
CalX Pemda
-—____.—--""""-_.-_

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca
saldo gabungan SKPK dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk

mempermudah proses pembuatan iaporan keuangan gabungan.

de Lap. Keu| Lap. Keu (| Lap. Ken Lap. Hen Jurnal Lap. Keu
Ko ,R SKPKA | SEPKEB | SKEPK dst. PPED Bliminaz Pemda
Akun | Akun _
D K D K D K D K D KX D K

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi

kedalam 3 bagian yaitu:
1. menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun-

altun pada kode 4, 5 6 dan 7 dari seluruh SKPK DAN PPKD untuk
meridapatkan LRA GABUNGAN.

dibagi

2. menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun -
akun pada kede 8 dan 9 dari seluruh SKPK DAN PPKD untuk
mendapatkan LO GABUNGAN.

3. Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan
akun-akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPK DAN PPKD untuk
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mendapatkan NERACA

GABUNGAN. Namun khusus untuk
penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnatl eliminasi,
barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

Pehdﬁpﬁnax;

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

i B oW N =

Hasil pengelolaan kekayaan
Dagerah

yang dipisahkan

:

Lain-lain PAD yang sah

Jumiah Pendapatan Asli Daerah

:

:

Dana perimbangan/ Transfer

Lain-lain pendapatan yang sah

H\OCD‘QIO\

Jumiah Pendapatan

JEHEEE

Belanja

12

Belanja Tidak Langsung/
Operasi

13

Belanja Langsung / Modal

14

Jumilah Belanja

15

Surplus/deficit-LRA

H B H|

B A H) 8

IRIEE

16

Pembiayaan daerah

17

Penerimmaan pembiayasn

18

Pengeluaran pembiayaan

19

Pembiayaan netio

20

Sisa lebih pembiayaan tahun
berkenaan

{SILPA) / SIKPA

JEEE
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WORKSHEET LO GABUNGAN

RO s
: e A PR N G
KEGIATAN OPERASIONAL '
1 [ Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Transfer XXX XXX Xxx
6 Lain-lain Pendapatan yang ssh Xxx Xxx
7 | Jumlah Pendapatan XXX XX Xxx Xxx
8 | Dana perimbarnigan/ Transfer X=x Xxx
9 | Lain-lain pendapatan yang sah Xxx Xxx
10 Jumlah XXX xxx Xxx Xxx
Pendapatan
11 | Beban -
12 Beban Operasi XXX XXX Xxx Xxx
13 Belanja Transfer XXX XXX Xxx Xux
14 | Jumieh Surplus/Defisit dari XXX XXX Xxx Xxx
Operasi
15 | Surplus/deficit dari kegiatan XXX XXX Xxx Xxx
non operasional
Surplus non

35%



Aset

Aset Lancar

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang pajak daerah

Piutang retribusi daersh

ool ~1| o | | wl wof |- [

T’iutang hasil pengelolaan
kekayaan daerah

yang dipisahkan

i) B | K K 8

:

Piutang lain-lain PAD yang sah

:

10

‘Piutang dana perimbangan

11

Piutang lain-lain pendapatan yang
sah

12

Persediaan

-

13

Jumlah aset
lancar

H| 8

14

Inventasi Jengka Panjang

:

g B|H| Al4(4

15

Aset Tetap

16

Tanah

17

Peralatan dan mesin

18

Gedung dan bangunan

19

Jalan, irigasi, dan jaringan

20

Aset tetap lainnya

KRR

21

Akumulasi penyusutan

{ocxx)

22

Jumliah aset tetap

SFIEEIEIEE:

:

23

Dana cadangan

24

Aset lainnya

25

Rekening Koran-SKPK

Nt

26

Jumlah asset

g8 4| &

27

Kewajiban

28

Ekuitas

WHELELHEEELLEELELRERE

JERIEE

- Eluitas

- SAL

29

Rekening Koran-PPKD

(ooxx)

30

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

g

:
]

Pl WALIKOTA LANGSA, E
L |

?—(ﬂl"“?ﬁ-n-t‘

,P. USMAN ABDULLAH
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PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA LANGSA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah
pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO
adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersanglutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada
tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

b. Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer,

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, '

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai
berikut:

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasgil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain<lain PAD yang Sah

Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan | Bagi Hasil/DAU/DAK/ Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
Pendepatan Transfer Pemetintah kota Lainnya
Bantman Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

Dane Darurat

Pendapatan Lainnya




B. PENGAKUAN

Pendapa-tan LO diakui pada saat:

1. imbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
earned; atau

2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga péndapatan LRA

diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

2. diterima oleh SKPK; atau

3. diterima entitas lain diluar pemerintah kota atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan

pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam

beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan _didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu, dimana dalam pénetapan tersebut terdapat
jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota.
Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan
tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui
ketika pembayaran telah dilalkukan.

2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap
nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar
untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada
pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan
pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan
kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar
yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan
apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan
diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang
pendapatan LO.
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3. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada

penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan
pendapatan LQ dan pengakuan pendapatan LRA pada saat
pembayaran telah diterima oleh pemerintah kota.

. PENGUKURAN
1.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya {setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya}

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidek mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto {biaya)

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Opecrasional sesuai klasifikasi
dalam BAS.

FEMERINTAN EOTA LANGEA
| R LA,

LAFPORAN OFERASIONAL
K TAHUR YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAXN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam rupiah}
Kanuiknw/
Penwrana
| No. | TRAIAN 20x1 | 20%0 n %) |
EEQIATAN -
OPERASIONAL
1 | EENDAPATA
x
2 FENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Nnd.qpaun Prjak Dacrah Ko o K Kowx:
4 Pendapatan Retribusi Daerah
5 Pendapatan Heail Pengelolasn Kekayaan Dacrah yang Dipisahkearn Xxx XK o Xxx
[ Lain-lain PAD yang Sah Xxx XX xxx X
T Jumish Pendapatan Asli Dasrah Xxx XXx EEX Xxx




8

9 muurm TRANSFER

10 TRANBFER PEMERINTAN PUSAT - DANA FERIMBANGAN

11 Dana Bagi Hasi! Pejak Xrx | soex == Xxx
12 Dara Bagi Hasil Sumber Daya Alam Xxx XEx xxx Xxx
12 mm % | axx x Xox
13 roma Alokaai X | mex xxx Xax
is Jusilah Pendapuian Transfer Dans Perimbangan Xuw XX X Xre
16 ‘ '

17 TRANSFER PEMERINTAE PUSAT LAIREYA

13 Dane Otonom: Khusua x=xx Xxx
19 rymm‘nn ) XXX xxx Xxx
20 Jumlah Pandapaten Transfer Lainnys — Xex
21 "

22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINGL
23 Pendapatan Bapi Hawil Pajake xxx, X oax Xxx
29 Pendapatan Bagi Haail Lainnya xxx xxx xxx Xoce
25 Jumlah Traasfer Pemscintah Provine x=x X e Xz
26 Jumlsh Pendagaian Transfer ez =R xxx Xx=z
27 i}
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

29 mﬁn XXX xxx XX Xxx
1] mmﬂ . xxx xxx XXX Xxx
a1 Jamlsh Lain-lnio Pendapatan yang Sakh xxx == =X Xex
32 JUMLAR PENDAPATAN xar = - - Xxx

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai
klasifikasi dalam BAS.

PENERINTAH EOTA LANGEA
[ S Cavws ] LAPORAN REALISASL ANGGARAN FENDAFPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEER 20X1 dan 20X0

TRAIAN

'ATAR

PENDAPATAR ASLI DAERAH

Pendmpatan Pajek Daerah

Petrdmpatan Retribusi Dasrah

Pendapatan Heail Pengeloln Heleyagn Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah
Juomizh Pendapatan Asl Daerah

FENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAR PUSBAT - DANA PERIMBANGAN
Dang Bagi Haail Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dena Alokasi
Umum
Dana Alolasi
Khusus
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Parimbangnn

mmmmumm—m

Dana Otonomi Khusus

Dana

Penyesuaian
Jmhh’mmmmhhnp

L

B 5 BY

RN EEEIE | E a‘ﬁ

BB oy EEE i EE

ek gy v E'E‘E‘E‘ EEE
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TRANSFER PEMERINTAH PROVINE!
Pendapatan Bagi Hasil Pajak XX xxx *=x X
Jumiah Transfer Pemerintah Proviansd XX XXX xXx Exx
Jamlah Pendapaten Trensfer AWK _EXX x=x Xwx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG BAH
mﬂm v XX xxx xax Xxx
Pendapatan
L XX XX xcx Xxx
Jumisb Lain-lain Fendapatan yang Bah XEX b - 4 -] Xxx
JUMLAT PENDAPATAN 00K x=x nex Xxx

E. PENGUNGEKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran,;

2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3.penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah;

4. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM
1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan
Operasional {(LO} menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan
dengan- menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan
dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari
siklus akuntansi berbasis akrual {full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yvang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersth.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayamhnya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

- - B

Merupakan unsur pembentuk
Laporan Opecrasional (LO) '

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah kota terdiri dari beban
pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
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beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi,
beban transfer, dan beban tak terduga.

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan
pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi
ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Klasifikasi ekonomi pada pemerintah kota meliputi belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
dan belanja tak terduga.

¢. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah
klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk
Pemerintah Kota Langsa, belanja seckretariat DPRK, belanja
Sekretariat Daerah, belanja SKPK dan lembaga teknis.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional
(LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang
pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut
adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban
tersebut:

“Beban Operasi—

LO
Beban Pegawai SKPK
Beban Barang dan Jasa SKPK
Beban Bunga PPKD
Beban Subsidi PPKD
Beban Hibah PPKD&SKPK
Beban Bantuan Sosial ' PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPK
Beban Penyigihan Piutang SKPK
Beban Lain-Lain SKPK
Beban Transfer

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PPKD
Behan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD
Beban Transfer Bantuan Xeuangan ke Pemerintah kota PFKD
Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD
Beban Transfer Bantuan Kevangan Lainnya, PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD
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Defisit Non Operasional

FPKD

Beban Luar Biasa

PFPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBK menurut

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Belanjs Tidak Langsang

Belanja pegawai SKPK
Belanja bunga PPKD
Belanja subsidi PPKD
Belanja hibah PPKD
Belanja hantuan sqc:al FPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa FPPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provingi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan FPKD
Desa

Belanja Tidak Terduga PPKD
Belanja Langsung

Belanja pegawai SKPK
Belanja bafang dan jasa SKPK
Belanja modal SKPK

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas

belanja tersebut:

.chja Opemsl L
Belanja Pegawai SKPK
Belanja Bar‘ang SKPK
Bunga ) PPKD
Subsidi PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*} PPKD/SKPK
Bantusan Sosial (nang dan barang)?) PPKD/SKFK
Belanja Modal
Belanja Tanah SKPK
Belanja Peralatan dan Mesin SKPK
Belanja Gedung dan Bangunan SKPK
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPK
Belanja Aset tetap lainnya SKFK
Belanja Asct Lainnya SKPK
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga PPKD




*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD,
sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang

merupakan kewenangan SKPK.
B. PENGAKUAN

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi beban dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya, kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum
daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik
seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya ko:isumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak
lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset
nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya pénurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan nilai aset sechubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau
amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk
seluruh transaksi di SKPK dan PPKD setelah dilakukan pengesahan
definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi
di SKPK dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPK.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umuI.
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Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan
dua pendekatan yaitu:
1. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai
beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan

atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai
persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk
digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-
laga.

. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode
pelaporar.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas
Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan

asas bruto.

. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi sclama satu periode
pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan
Klasifikasi ekonomi (line item).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi
anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.



E. PENYAJIAN

[ |

PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAEUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMEER 20X1 dan 20X0

[Dalam

=
>

URAIAN

20X1

20%0

Kenaikan/
Penurunan

£a

O ~ah o ol W

(T,
PENDAPATAN -
. PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Akkasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Jumilsh Pendapetan Tranafer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Ontonomi Khusia
Dana Penyesnaisn

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
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LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan
Hibah
Pendapatan Leinmys
Jutnlah Lain-lain Pendapatan vang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

BEBAN OPERAS!
Beban Pegawai
Behan Barang Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantunn Soainl
Beban Penyusutan
Beban Lain-lain

Jumilah Behan Operani

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Begi Hauil Pajak
Beben Transfer Begi Hasil Pendepatan Lamsnya
Bebern Transfer Bantuan Kevangan ke Pemerintah kota
Lainnya
Beban Transfer Bantuar Keuangan ke Deaa
Beban Trangfer Kewangan Lainnya

Jumilsh Beban Transfer

JUMLAH BEBAN

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DART
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASKINAL
Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Peniyelegaian Kewajiban Janglo Fanjang
Surphus dari Kegiatan Non Operasicnal Lainnya
Jumiah Surplus Nen Operasional

DEFISIT NON DPERASIONAL
Definit Penjualan Aset Non Lencar
Defisit Penyeleaainn Kewajiban Janglox Panjang
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Definit dari Kegiatan Non Cperasional Lainnya
Jumiah Defisit MNon Opernsional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DART
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SERELUM POS
LUAR BIASA

POY AR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Binga

+ BEBAN LUAR BIARA
Beban Luar
Binsa
Jumlah Beban Lusr Biasa
PO3 LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT - LO

xx | xxx = Xxx
XXX | IRX XXX Xxx
axx | axx xex Xxx
xxx | xxx xxx Xxx
xxx | =xx XK Xxx
xxx | xxx X% Xxx
m | = xxT Xrx
|_mxx | e Xx% Xxx
o | oexx 000 Axx
x| X=X pr e Xxx
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Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran:

PENERINTAN KOTA LANGHSA
LAPORAN REALIBASI ANGGARAN PENDAPATAN DAK BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKEIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMEER 20Xi den 20X0

rupinh)

20x1

GOV o b wN g
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PENDAFPATAN L.
FENDAFATAN ASLL DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Dacrah
Pendapatan Haail Fengelolaan Kelcayaan Daerah yang
Dhpisablean .
Lain-lnin PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asll Dacrah

PENDAPATAN TRANEFER
TRANSFER PENERINTAH PUSAT - DANA PERTWBANGAN
Dana Bagi Hagil Suymber Daya Alam
Dann, Aloloasd
Umum
Dana Alokasi
Khusus
. Jumilah Pendapatan Traosfer Dana
Perimbangan

TRANGFER FEMERINTAH PUSAT - LAINNTA
Dans Otonomi Khusuas
Dans Penyesuaian

Jumlah Feodapatsn Tranafer Dans Lainnys

TRANSFER PEMERINTAR PROVINEI
Perrdapaten Bag! Hasil Lainnya
Jumish Transter Percerintah Provinel
Total Peadapatan Tranaf

Jumiah Lain-lain Pandapatan yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA OPFERAS]
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Baninan Sosial

J’nhhm(:lpend

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Poralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangtinan
Belanja Jelan, Irigaai dan Jaringan
Beianja Aset Tetap Lainnya
Belanja. Aset
Lainoys
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63
64
65
66
67

69
70
71

Transfer Bagi Hast Pencdepatan Lainnya
Jumlah Transfeor Pagl Hasll lox Demn
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TRANSBFER EANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah kota Lainmya
Transfer Bantuan Keuaogan Lafnnya
Jamlah Tmasfer/Bantuan Esnangan
Jumlah Transfer
- JUMLAH BEXLANJA DAN TRANSFER

72
73
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76
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78
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SURFLUB/ DEFISIT

PERERIMAAN PEMBIATAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dans Cadengan
Haail Penjualan Kekayean Daerah yang Diplsahlian
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjamran Dalam Negeri - Lembaga Kenangan Dank
Pinjemnan Dalam Megeri - Lembaga Keuangan Bukan Banlk
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Jumish Penarfrihhih

REBAABEAEREBAE
HEAEHANERBNEH

PENGELUARAN FEMEIAYAAN
Pembentukan Dans Cadangan
Penyertaan Madel Pemerintah kota
Pembeyaran Polok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokol Pinjaman Delam Negeri - Pemerintah kota

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bemnk
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembage Keuangan
Bulmn Bank
FPembayaran Fokok Pinjamen Dalun Negerl - Obligael
Pembayaran Pokok Pinjamean Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjeman kepada Perusahasn Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusabaan Daerah

Jumish Pengelusean

PEMBIATAAN NETO

Sisa Lobih Pembiayuan Angyuran

M B(REEABAE 8 B HAH hEEHHHEHHHBHE
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F.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per SKPK.

2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan
keuvangan lembar muka.

3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Rincian belanja per SKFK. |
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muka.

, | 0 X



3. Penjelasan sebab-sebab tidak tcrsérapnya target realisasi belanja

daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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A. UMUM

1. Definist

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

a. Transfer adalah penerimaan atau pengehiaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

dana, bagi hasil dari pemerintah provinsi.

c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah kota serta
Bantuan Keuangan.

2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannva dan
diklasifikasikan antara lain:

a. Transfer Pemerintah Pusat — Dana Perimbangan.
b. Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya.

c. Transfer Pemerintah Provinsi.

d. Transfer /Bagi hasil ke Desa.

e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapaten Transfer

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi hasil Sumber daya Alam

Dana Alokasi Unrum

Dana Alckasi KXhuaus

Transfer Pemerintati Pusat Lainnyz

Dana Penyvesuaian

Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendaptan Bagi Hasil

Lainnya

B 6B |6 A

Beban Transfer

Beban Transfer Bagi hasil Pajak

XXX
XXX
XXX
X
XXX
XXX
Dana Otonomi Khusus xR
XXX
XXX
XXX
ARX
XXX
XXX
ARX

Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya

s2



Beban Transfer Bantuan Xeuangan Ke XX
Pemerintah lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa
Beban Transfer Kenangan Lainnya
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa
| Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bantuan Kenangen
| Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya

:HE
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B. PENGAKUAN

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri
Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya bak daerah
terhadap transfer masuk.

2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan
kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbuli adanya
kewajiban pemerintah kota kepada pihak lain.

C. PENGUKURAN

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah unang yang
diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang
keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran):

2. Transfgr masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur
dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan lkurs tengah Bank

Indonesia.

Transfer ketuar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi
selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional
sesuai dengan kiasifikasi ekonomi (line item).

ssﬁ



E. PENYAJIAN

FENERINTAH KOTA LANGBA

[+ ; AT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEER 20X1 dan 20X0

3

W -NE A RN -

HEGIATAN OPERABIONAL
PRNDAPAT
PENDAPATAN ASLI DARRAH
Pendapatan Pajak Doerab
Pendapatan Rettibusi Daseah
Pendapatan Hasil Pengelolanan Kekayasn Daerah yang
Dipisahlkan
iain-lain PAD yang Sah
Juamlah Pendapatsn Asll Deerah

FENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUBAT - DANA

10
PERITMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pujak
12 Dann Bagi Hagil Swmber Days Alamn
13 .. Dana Alokasi Umum

Dana Alokawsi
Khuens
Jumlah Pendapatan Transfer Dana

15 Parimbangan

17 TRANGFER PEMERINTAH PUBAT LAINNYA

18 Dana Ctonomi Khuasua

19 Dana, Penyesuaian

20 Jumiah Patdapatan Transfer Lainoya

22 THRARSFER FENEHINTAR PROVINGL

23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

29 Pendapatan Bagi Hasil Lainnyn

25 Jamiah Traosfor Femeriotah Frovinsi
26 Juminh Fondapatan Transfer

28 LAIN-LALY PENDAPATAN YANG BAN

29 Penrdapatan Hibah

a0 Pendapatan Lainnys

31 Jumiak Lain-lais Pendapatan yang Sah
32 JUNELAH PENDAFPATAN
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F. PENGUNGKAPAN

1.

Hal hal Ij;ang harus diungkapkan dalam Catatan atas
Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah

berakhirnva tahun anggaran;

tanggal

b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

¢. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer

masuk daerah;
d. informasi lainnya yang dianggap perhu.

2.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

a. transfer keluar harus dirinci;

“ %



b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam
laporan keuangan lembar muka;

c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer

keluar;

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

[ o Lamans |
PENTERINTAH EOTA LANGHA
LAPORAN REALISAST ARGOARAN FENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
_____(Dalam rupinh)
. Henuilunf

|_NO. URAIAN 20x1 20X0 Penurunan %)
1 -
2 PENDAFATAN AHLI DAERAR
3 Pendapatan Pajak Daerah xxx == == =T
%4 Pendapatan Rewribual Daerah
5 Pendapatan Hasil Pengelolagn Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx X% xxx
6 Lain-lain PAD yang Sah XXX xxcx XXX ZEX
7 Jomlsh Peadapatan Asll Dasrah R x=x == p- . 3
8
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANAFER PEMERTNTAR PUSAT - DANA PERTMBANGAN
11 Dana Bagi Haeil Pajak XX XXX xxx XEX
12 Dana Bagi Haeil Sumber Daya Alam xxx XXX xxx XEX
13 Dana Alokasi Umum xx XXX mx XX
o | B m | = | = |
15 = Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangnn i xex XX XXK
16
17 TRANSFER FEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus X xx = xxx
19 Dena Penyesnnian 0% 00¢ XX xx
20 Jumiah Pendspatan Transfer Duns Lailnnys XX X XX EEE
21
22 TRANSFER FEMERINTAR PROVINSIL
23 Pendapatan Bagi Haail Pajak xxx xxx = xxx
24 Pendapatan Bagi Hewil Lainnya xrx XXX XX XX
23 Jumiah Transfer Pemerininh Provinsl ==x XXX EXX - - ]
26 Total Pendapatsn Transfor XXX EXE XXX E- -3
2%
28 LAIN.LATN PENDAPATAN YANG BAH
o] Fendapatan Hibah xrx = ™z =X
a0 Pendapatan Dana Darurat xxx o ox o0
31 Pendapatan Lainnya AKX v x 00 AN%
az Jumlsh Laln-lais Pendapatan yang Seh = xx - XX
33 JUNMLAH PENDAPATAN xw XX R b
a4
35 | DELANA
a5 BELANJA OPERASI
37 Belanja Pepawai =x == =¥ =x
as Belanja Barang xEX xxX XX xxx
B Bunga X ox xxx ==
a0 Subsidi xex xax ™y =x
41 Hibah x=xx xxx =x 000
42 Bantuarn Soaial XX =T X xXx
43 Jumiah Belanjs Operasi XXX - 3 XXX xx=
44
45 HELANJA MODAL
46 Belanja Tanah EXR ERX XXX xxx
47 Belanja Peralatan dan Mesin XX =x xxx ™%
48 Belanja Gedung dan Bangunan XX XXX XXX XXX
49 Belania Jalan, Irigasi dan Jaringan X XXX XXX w0k
50 Belanfa Aset Tetap Ladnnya xxx ™% =x x=x
51 Beianl‘ Jan Aset XXX XXX o rxx
52 Jumish Belanja Modal XXX EEX XEX XX
53
ol BELANJA TAK TERDUGA

R



Belanija Tak Terduga
Jumlah Belanfe Tak Terdugs
Jumish Belnujn

105

107

TRANSFLER

TRANSFER BAGI HAMIL FENDAFATAN
Transfer Pagi Hasil Pajak
Transfer Hagil Retibusi
Transfer Bagi Hawil Pendapatan Lamnya
Jumlah Transfor Bagl Hasil ko Desu

TRANBFER BANTUAN EXUANGAN
Transafer Bantuan Keuangan ke Pemerintah kota Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Jumiah Transfer/Bantoan Kexsngan

JUMLAH BELAWJA DAN TRANSFER

BURFLUS/ DEFISIT

PENERIMAAN PEMEIAYAANR
Penggunaan SILPA
Peneaitan Dana Cadangan
Hanil Penjuslan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaiman Delam Megeri - Pemerintah Pusat
Pinjamean Detam Negeri - Pemerintah kota Lainnya
Pinjaman Dalamn Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjamen Dalam Negeri - Lembaga Keunangan Bukan Banle
Pmjaman Dalam Negeri — Qbligani
Pinjaman Dalam Negeri — Lainnya
Penerimann Kembali Pinjaman kepada Petusahasn Negara
Penerimsaan Kembeli Pinjaman kepada Peruashamm Daerah
Penerimaan Kembeli Pinjaman kepada Pemerintah kota Lainnya

Jdumlah Peperimasn

PEMGELUARAN PEMBIATAAN
Pembentukan Dane

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalem Megeri — Obligas

Pembayaran Polkok Pinjaman Dalam Negeri —~ Lainnya

Pemberian Pinjaman kepeds Perusahaan Negara

Pemberian Pinjemen kepada Perusahoaan Daemh

Pemberian Pinjumnan kepada Perusahann Dasrah Lainnya
Jumiah Pengeloazan

PENBIAYAAN NETO
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lain:

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara

a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk

dan transfer keluar;

c. informasi lainnya yang diangggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM
1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
PSAP Nomor 02 Paragral 50 mendefinisikan pembiayaan (financing)
adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
vang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran,
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan
hasit divestasi. Sementara, pengcluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua} bagian, yaitu penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan

menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai

berikut;

a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Dacerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,
penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga,
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana
cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.
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B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Dacrah.

2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Negara/Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayasn menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai
sckarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada
tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah kota
disajikan- dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh
penyajian penerimaan pembiavaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.

PEMERINTAH KOTA LANGSA

LAPQRAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

~ {Da.‘lam Rupiah)
Uraian Anggaran Realisesi Realisasi
201 20x1 20X0
FEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN =X XK xx xxx
Penggunaan SiLPA EXX XX xx XXX
Peneairan Dana Cadangsn 00X XXX xx XXX
Hasil Penjualan Kekayaen Dagrah yang Dipisahkan 2000 = xx b
Finjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat b+od XXX x b v
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah kota Lainnya, XXX RX xx e
Pinjaman Dalam Negerl - Lembaga Keuvangan Bank 20X axx xx 2000
Pinjamen Dalam Negeri - Lernbagn Keuangan Bukan Bank XXX x xx XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Obhga.m weX o ot 30
Finjaman Dalam Negeri - xxx ox xx xxX
Penerimasn Kembali Pinjmnan kepa.da Perusahaan Negara XX XXX xx XXX
Penerimaon Kemball Pinjamen kepada Perusahasn Daerah XX xxx xx XXX
Penerimaan Ketbali Pinjaman leepada Pemerintah kota o bl d xx o
Lainnya _
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Xxxx xXrT xx XXXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadengan Xnx xEX xx XK
Pembayaran Polmk Pinjarnan Dalam Negeri - Pemerintah xce b+ 4. xx xxx
Pusat XXX XXX xx X
Pembayuran Polwk Pinjaman Delam Negeri - Pernda Lainnye xex XXX o xxX
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan XXX XX xx X
Bank e prrd XX 200X
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Bukeam Bank

Pembayaran Polkok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pekok Pinjeman Dalam Negeri - Lainnya
Fenyertaan Modal Pemerintah Kot

Pemberfan Pinjamnan kepada Perusabaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahasn Daergh

Pembay. Pokok Pinjaman Dalean: Negeri - Lembaga Keu.

EELE:

ARERE

HENHH

EERE

Jumlah Pengeluaran -

FEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggeran

i A

g [
TEY

PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan pemnbiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran;

2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian

pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah

yang dipisghkan, penyertaan modal Pemerintah kota;
3. informasi lainnya yang diangggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM
1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan
Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan
di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah kota yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
(UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1
tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefimisikan setara
kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan. Setara kas pada pemerintah kota dityjukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek
harus segera dapat dinbah menjadi kas dalam jumlah yang dapat
diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh
karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi
dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari
tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah kota mencakup kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum
daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung
jawab selain bendabara wmum daerah, misalnya bendahara
pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah
tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
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a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank
yang ditentukan oleh kepala dacrah untuk menampung penerimaan

dan pengeluaran.
b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN}/obligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum

daerah.

Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah
Potongan Pajak dan Lainnya
Kas Transitoris
Kas Lainnya
Kas di Benrdahara Pendapatan Yang Behum Disetor
Penerimaan
Uang Titipan
Kas di Bendahara Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
Pengeluaran
Pajak di SKPK yang Belum Disetor
Uang Titipan
Kas di BLUD Kas Tunai BLUD
Kas di Bank BLUD
Pajak yang Betum Disetor BLUD
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
Uang Titipan BLUD
Setara Kas | Deposito (kurang dari 3 | Deposito (kurang dari 3 bulan)
’ | bulany}
Surat Utang Negara Surat Utang Negara /QObligasi
/Obligasi (leurang dari 3 | (kurang dari 3 bulan)
bulan}

B. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.
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C. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus

Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan sctara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

lnvesl:amJangka de T
Piutang Pajak

NERACA
PEMERINTAH KOTA LANGSA
PER 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0
{Dalam Rupiah)
Uraisn 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar

14 4B

g[8 E]

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM
1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah kota, baik
dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut
pa11da£1g akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan
piutang sebagai aset yang penting dan memilili karakteristik tersendiri
baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah
hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan olch
pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang
mengungkapkan bahwa piutang adalah manfant masa depan yang
diakui pada saat ini.
Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan
datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai
penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akurnulatif tetapi
diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan
kualitas piutang.
Penﬂa.lan kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, Jjenis/karakteristik
piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu
tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan
penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih,
merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi
Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya
piutang dibagi atas:
a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
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1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;

2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Piutang Retribusi; dan

4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

1) Pemberian Pinjaman;
2) Penjualan;

3) Kemitraan; dan

4} Pemberian fasilitas.

¢. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan,
terdiri atas:

1} Piutang Dana Bagi Hasil;

2) Piutang Dana Alokasi Umum;

3} Piutang Dana Alokasi Khusus:

4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

9) Piutang Transfer Lainnya;

6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;

7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
8) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah,
terdiri atas:
1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadap Bendahara.

-

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang
antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
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Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah kota Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya

Uang Muka

B. PENGAKUAN

Piutang diakui-saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat
ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau

2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
atau

3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,

apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas;

2. jumlah piutang dapat diukur;

3. telah diterbitikan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
dan

4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
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Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung
berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber
daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif
jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang
bcrakhirﬁya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut
Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada
hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun
anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh
pemerintah kota yang bersangkutan.
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran
masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan
antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi
pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat
dicatat s:ebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah kota yang
bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan
suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah kota

telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah

Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat

belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh

Pemerintah kota adalah sebesar jumlah kisim yang belum ditransfer oleh

Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui

pada saat pemerintah kota telah mengirim klaim pembayaran kepada

Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih
atau piutang bagi daerah penerima;

2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
pembayarannya olch Pemerintah Pusat.
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Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi
pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang
belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota
pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Secara n;eral- tidak terjadi piutang apabila sehiah hak bagi hasil telah
ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar
sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar
tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang
bersangkutan,

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat petjanjian antar daerah
atau pefaturan /ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar
dacrah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil
realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian
daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif
menurut Surat Keputusan Kepala Dacrah yang menjadi hak daerah
penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka
Jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi
pemerintah kota penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran
ada kelébihan transfer. Apabila suaiu entitas mengalami kelebihan
transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer
yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai
kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika
tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan
kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus
didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM /Dokumen yang
dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK
Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokurmnen yang dipersamakan merupakan
surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui  jalur
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pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat
ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan vang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP} yang mengajukan banding;
atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat
sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum
unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang
belum diéetor ke kas daerah oleh wajib setor. Olch karena setiap tagihan
oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang
menjadi hak pemerintah kota sebesar nilai yang tercantum dalam
kepuhisan atas penagihan yang bersangkutan.
Pengukuran afas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang
berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
1. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,



commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan |
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan
Piutang yang timbul dialui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pembeﬁan fastlitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atan uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal
terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke
kabupaten;

3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang gant rugi berdasarkan pengakuan yang

dikemuukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajiican sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah
ditetapkan;

2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di
atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement} Terhadap Pengakuan
Awral
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Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi
tersebut dikurangi penyisihan kerugian piﬁtang tidak tertagih. Apabila
terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-
masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (fwrite-off] dan
penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan
perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk
piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan r;roses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan
pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan
ekuitas  yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara
otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan
diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa
tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang
yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima
pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat
sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan
perkiraa.i; penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan

Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

. PENILAIAN

Prutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value).
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Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang
dilakukan deﬂgan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan
perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah kota.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal
pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah
kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat)
dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;

2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

3. Kualitas Piuténg Diragukan;

4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Pibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan

2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment} dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atan

¢. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

d. Wajib Pajak likuid; dan/atau

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan,/banding,
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

¢. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
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b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c¢. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan Kriteria:
a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
¢. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan
oleh Kepala Daerah (officiul assessment) dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria;
a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan /banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
Penggolongan - Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
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Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu} bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan;

3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan; dan

4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setap akhir tahun
ditentukan sebagai berikut:

: T
e i
4 - Macet 100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada);

3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

4, Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

sebesar:
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1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;

2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada);

3. Kualitas Diragukan sebesar S0% (lina puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan {jika ada); dan

4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jiika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain

Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada);

3. 50% f{lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada}; dan

4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang yang ditetapkan berdasarkan tangeal diterbitkannya
Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR). Penyisihan
dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Penicatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas pintangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah kota melakukan evaluasi
terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila
kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal
penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CalK. Apabila kualitas
piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang
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scharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya,
apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi,
maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak
tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam

neraca dengan saldo awal.

. PENYAJIAN

- Plutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh
penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah kota.

PEMERINTAH EOTA LANGSA

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam. Rupiah)

2
o

URAIAN

20X0

CeVveNOUA W N

=
W N

14
15

16

17
18
19
20
21

ABET

ASET

EFANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Paink
Platang Retribusi
Penyisihan Piatang
Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada
Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kcpnda
Perunahann Daerah
Bagian Lanecar Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada
Pemerintah kota Lainnya
Ba.ginn Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran

Bagian Lancar Tuntuun Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan

EEEEEE

i

Jumish Aset Lancar (4 s/d 19)

HEHA B 8 8 8 H HHHHKHAY

HAHE & B 8 B §

22
23
24
25
26

28

29
30

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jangka Panjang
Investasi dalam Surat Utang Negara
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya

Jumilah Investasi Nonpermanen [24
s/d 27)

BEEE

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemcnntah kota

§ (EHHRE
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31
32

33

34
35
36
37
38
359

41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
31
52
53
54
25
36

57

Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen (30 s/d
31}
Jumlah Investasi Jangka Panjang
(28 + 32)

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Alumnulasi Penyusutan
Jumiah Aset Tetap (36 s/d 42}

DANA CADANGAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan (46)

LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihal Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Jumilah Aset Lainnya {50 s/d 54)

JUMLAH ASET (20+33+43+4'7+55)

XXX XXX
xx ax

xXnx
xxx XXX
Xxx XX
XXX XXX,
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XX XXX
XXX XRX
XXX XXX
== XXX
XX XXX
XXX XX
XX X
XXX XXX
XEX XXX
XXX XXX

F. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan

Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan

dan pengukuran piutang;

2.rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitﬁsnya;

3. penjelasan atas penyelesaian piutang;

4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganﬂ

rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang

yang -masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai

maupun pengadilan.
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Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang
periu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,
nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar

pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap
perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI iINVESTASI

A, UMUM
1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah kota
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan
instrumen ivang dapat digunakan oleh pemerintah kota wuntuk
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan
dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan
untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang Pos-pos investasi
menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 6 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi J angka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3
bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya
digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah kota
dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.
Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka
Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk
klasifikast Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai
masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang
dibagi menurut sifatnya, yaitu:
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1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi
jangka panjang yvang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai

berikut:
Investasi Jangka Investasi dalam Saham
Investasi dalam Deposito

Pendek

Investasi Jangka
Panjang Non

Permanen

Investasi Jangka

Panjang Permanen

Investasi dalarn SUN

Investasi dalam SBI

Investasi dalam SPN

Investasi Jangka Pendek BLUD

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasia
Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pemnbangunan
Dana Bergulir

Depostto Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya
Penyertaan Modal Kepada BUMN
Penyertaan Modal Kepada BUMD
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha
Milik Swasta

Investasi Permanen Lainnya
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B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang
dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. memungkinkan pemerintah kota memperoleh manfaat ekonomik dan
manfaat sosial atau jasa patensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (reliable).
Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD
membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka
pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan
kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber
yang relevan. Sementara itu, untik pengakuan investasi jangka panjang,
jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas
daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang,
pemerintah kota juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan
dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi
pemerintah kota di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.
Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing
jenis,
1. Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

1} Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi,
komisi, jasa bank, dan biaya lainnya,

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:

80 &



a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya peroléhannya meliputi
harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul
dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi nonpermanen:

1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya.

2)investasi dalamm bentuk dana talangan untuk penyehatan
perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih
yvang dapat direalisasikan,

3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah
kota (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan
terrnasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencansan dan biaya
lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan
scbagai investasi pemerintah kota, dinilai sebesar biaya perolehan, atau
nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing
harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs
tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah kota dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya
Investasi pemerintah kota yang dinilai menggunakan metode biaya
akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas
Investasi pemerintah kota yang dinilai menggunakan metode ckuitas
akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atan
dilturangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan
pemerintah kota setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima
pemerintah kota, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk
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saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah kota dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi
pemerintah kota, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat
pengaruth valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah kota vang dinilai dengan menggunakan metode
nilai bersih yang dapat dircalisasikan akan dicatat sebesar nilai
realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai
bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pengglm;lan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria

sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang di’realisasikan-

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham
bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat
pengaruh {the degree of influence) atau pengendalian terhadap
perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada
perusahaan investee, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusahaan. investee;

4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat/pertemuan dewan direksi.
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E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,
sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari
Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi
Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca
Pemerintah kota.

NERACA
PEMERINTAH KOTA LANGSA
. PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah}
Uraian 20X1 | 20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah xx | xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX | xxx

J Frne: Iq'em‘i P;, (LT n
Jumlah Investasi Jangka Panjang
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F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan

sekurangjkurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

4, Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

S. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

6. Perubahan harga pasar balk investasi jangka pendek  maupun
investasi jangka panjang;

7. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

8. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

9. Perubahan pos investasi.



KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,
dalam kegiatan pemerintah kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.
2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah
sebagai berikut:

hal

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Pf:ra;]atan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah kota serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah kota dan dalam kondisi siap dipakai.

ss¢



€. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah kota dan
dalam kondisi siap dipakai.

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat
andal bila. aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara
hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli ({akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebehimnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:

1. berwujud;

2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3. biaya perclehan aset dapat diukur secara andal;

4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
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6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk
dipelihara; dan

7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yéng telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan
minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di
atas akan diperlakukan sebagai aset lainnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperhuan operasional pemerintah
kota tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yvang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari
transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan
baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai
perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka
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atas asef tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan scbagai aset
tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Nilai satuan minimum Kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama
dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan

b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau
lebih dari Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud
diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk  tanah,
jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondis{ yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.

Biaya adrmmstram dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau
melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap vang belun
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selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
pengerjaan sampai dengan asct tersebut selesai dan siap dipakai.

. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset
yvang bersangkutan.

. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
scbagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dar pos
sernacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu
nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumiah setiap kas atau sectara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan.

Suatu-aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amounit] atas aset yang dilepas.

. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesa; nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari
donasi diakut sebagai pendapatan operasional.

. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
mutuproduksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada
nilai tercatat aset yang bersangkutan.
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Tidak {:ermasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau
memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,
atau peningkatan standar kinerja adalah
pemeliharaan/perbaikan /penambahan yang merupakan pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk
mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik dan normal,
atau hanya untuk sekedar memperindah atau rﬁempercantik suatu

aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran
setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih
besar dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan

b. Pemeliharaan kontruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan,
itigasi dan jaringan yang sama dengan atau lebih besar dari Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah). {Penambahan}

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah
biaya (capitalizationthresholds) tertentut digunakan dalam penentuan
apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak berdasarkan

nilal minimum kapitalisasi.

. Pengukuran beriktnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun
ekuitas.

. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) sclama masa manfaat aset
yang bersangkutan.
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Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalamn neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit
aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset
tetap pada akhir masa manfaatnya.

Dalam” hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi
nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman
nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset
tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud
meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai
akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus {straight
line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk
masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan

Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai
berikut:

Kodifikasi ' " Uraian -

ASET TETAP

Peralatan dan Mesin

01 | Alat-Alat Besar Darat

02 | Alat-Alat Besar Apung

03 | Alat-alat Bantu

04 | Alat Angkutan Darat Bermotor

05 | Alat Anglkutan Berat Tak Bermotor

06 | Alat Angkut Apung Bermotor

08 | Alat Angkut Bermotor Udara

09 | Alat Bengkel Bermesin

10 | Alat Bengkel Tak Bermesin

11 | Alat Ukur

12 | Alat Pengolahan Pertanian

bk | gt | ot | bt | g |t |t { ot | | gt | et [ gt | it ] et ]

W Wi Wwww ww wlw|w|wlw

10
8
7
7
2
10
07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
20
10
5
o
4
4

RININIKININIRIN R[]0

13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
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Kodifikasi Uraian Mianfaat
.| (rahun)
Penyimpan Pertanian
113]|2]14 | Alat Kantor S
113|215 | Alat Rumah Tangga o
13|21 16 | Peralatan Komputer 4
1 | 3 [2]17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
1131218 Alat Studio 5
1]3]2] 19| Alat Komunikasi 5
1|3 (2|20 | Peralatan Pemancar 10
1]|3]2|21 | Alat Kedokteran S
1(31{2]22 | Alat Kesehatan S
1|3 ]2]23 | Unit-Unit Laboratorium 8
1| 3|2]|24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1| 3| 2|25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
133|226 |Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15
Elektronika
1| 3| 2|27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10
Lingkungan
1| 3 |2 {28 | Radiation Aplication and Non Destructive 10
Testing Laboratory (BATAM)
113 ]2]29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
1} 32|30 |Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
1§13 |2|31|Senjata Api 10
1|3 |2]|32 | Persenjataan Non Senjata Api 3
33 | Amunisi 3
34 | Senjata Sinar 5
1|3 (2|35]Alat Keamanan dan Perlindungan )
1133 Gedung dan Bangunan
1] 3|3]01 |Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
1| 3|3 02 |Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
1}3|303|Bangunan Menara 40
1| 3|3}04|Bangunan Bersejarah 50
1| 33|05 |Tugu Peringatan 50
1|3]306|Candi 50
1|3 }3|07 | Monumen/Bangunan Bersejarah 50
1| 3 {3108 |Tugu Peringatan Lain 50
13309 |Tugu Titik Kontrol /Pasti 50
1| 31310 | Rambu-Rambu 50
133|311 |Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
13[4 _.|Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1|34 01 ]|Jalan 10
1|3 |4]|02|Jembatan 30
1| 3|4 |03 |Bangunan Air Irigasi 50
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1 | 3 | 404 | Bangunan Air Pasang Surut 50
113 [4]05 ] Bangunan Air Rawa 25
1 | 3 | 4 [ 06| Bangunan Pengaman Sungai dan - 10
Penanggulangan Bencana Alam
113 [4]07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air 30
.| dan Air Tanah
13[4 |08 | Bangunan Air Bersih/Baku 40
1| 3|4 |09 | Bangunan Air Kotor 40
1|3 (4|10 |Bangunan Air 40
1{3|4}11 |Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1134112 |Instalasi Air Kotor 30
1|3 |4} 13 |Instalasi Pengolahan Sampah 10
13 |4 ]| 14 |Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1| 3 | 4|15 Instalasi Pembangkit Listrik 40
1|3 |4/{16 |Instalasi Gardu Listrik 40
1 {3 |4 |17 |Instalasi Pertahanan 30
1[3 4|18 |Instalasi Gas 30
1{3}4]19 |Instalasi Pengaman 20
113 |4 |20 |Jaringan Air Minum 30
113 |4]|21|Jaringan Listrik 40
113422 Jaﬁn_éan Telepon 20
1| 3[4 |23]|Jaringan Gas 30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik
aset tersebut, kecuali Tanah, Hewan Ternak, Tumbuhan, Buku/Bahan
Bacaan, Alat Olah Raga, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, Aset

Renovasi dan Konstruksi dalam Pengerjaan, Aset Tetap yang Rusak
Berat, Aset Tetap yang dibawah Batasan Nilai Minimum Kapitalisasi.

9. Asect Bersegjarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan
atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untitk perolchan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
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pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi
dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dicliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atan dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah kota
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnysd sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh
penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah kota.

PEMERINTAR KOTA LANGBA

@ NERACA
= NERACA ASET TETAP

Uraian 20X1

ASET

ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendaharn Pengeluaran
Kag di Bendahara Penerimaan
Investasi Jangka Pendek:
Pintang Pajak -
Piutang Retribusi
Penyisihan Fiutang
Belanja Dibayar Dimulca
Baglen Lancar Pinjaman kepada Perusshaan Negara
Bagian Lancer Pinjaman kepada Pertisahann Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Pinjamsan kepada Pemerintah kota Latnnya
Bagisn Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagiap Lancar Tuntutan Gant Rugi
Plutang Lainnya
Persediaan
Jumish Aset Lancar

]
TERREEEEVARRRETE gE

HFEE R AN AN

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasl Nonpermanen




Pinjarnan Jm Panjeng

Xx XXX
Investasi dalam Surat Uteng Negara, Xxx X
Investasi dalam Proyek Pembangunan Xxx oK
Investasi Nonpermanen Lainnya Xxx xR
Jumlah Investasi Nonpermanen Xnax Xxx
Investasl Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah kota Xxx bla'v g
Investasi Permanen Lainnya Xxx o
Jumilah Investasi Permanen Xax Xxx
Jumlah Investasl Jangks Panjang Xan Xxx
ASET TETAP
Tanah Xxx Xxx
Peralatan dan Mesin X=xx Xxx
Gedung dan Bahgunan Xxx Xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan Xxx Xxx
Aset Tetap Lainnya Xxx Xxx
Konsirulsi dalam Pengerjaan Xxx Xxx
Almmuiagi Fenyusutan Xxx Xxx
Jumiah Anet Tetap Xarx: Xxx
DAKA CADANGAN
Deana Cadangsn Xxx Xxx
Jumlsh Dana Cadangun Xore Xxx
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran Xxx *xx
Tunttan Ganti Rugi Xxx Xox
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Xxx Xxx
Aset Tak Berwujud Xxx Xxx
Aszet Lain-lain X=x Xxx
Jumiah Aset Lalnoyn Xxx Xxn
JUMLAH ASET Xnx Xxx

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode vang
menunjukk:;n:
a) Penambahan;
b) Pelepasan;
c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
a) Nilai penyusutan;

b) Metode pényusutan yang digunakan;
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c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode;

. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a) Eksiétensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;

¢) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,
kondisi dan lokasi aset dimaksud.



KEBIJAKAN AKUNTANSI KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. UMUM
1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan.
2. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun

anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada wmumnya memerlukan
suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolchan tersebut
biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola)
atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ckonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
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1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,
dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut
dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya. -

. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi vang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi

yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan
konstruksi antars lain meliputi:

1. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

3. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke
lokasi pelaksanaan konstruksi;

4. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
- umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

-

1. asuransi;

2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

3. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
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Biaya semacam ijtu dialokasikan dengan menggunakan metode yang
sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua
biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya
yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi
biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kantrak

konstruksi meliputi:

1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor schubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
tanggalﬂ i)claporan;

3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi Kkontraktor utama dan kontraktor ]a_innya.
Pembayaran atés kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat
sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sechubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode
yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
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Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur
tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai
hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan
dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian
sementara karena kondisi forcemajeur, biaya pinjaman tidak
dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang
bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya
pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam

proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang
masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut
diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang
dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi
atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah
diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

. PENYAJIAN

KonstruKsi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.
Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam
Neraca Pemerintah kota.



— PEMERINTAR KOTA LANGRA

' NERACA
NERACA ASET TETAP

" Tralan

:

ABET

ASET LARCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kag di Bendghera Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Plutang Pajak
Diutang Retribusi
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman iepada Perusahaan Dasrah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pomorintah Pusat

Bagian Lancer Pinjaman kepada Pemerintah kota

Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjuslan Angauran
Bagiax Lancar Tuntutan Gentl Rugl
Plutang Lainnya
Perssdioan

Jumish Aset Lancar

INVESTASI JANGEA PANJANG
Investasi Noapermanen
Pinjaman Jangka Panjang
Investasi dalam Surat Utang Negura
Investasi dalurn Proyek Pembangunan
Investasi Nonpormanen Lainnya
Jumilah Investasl Nonpermanen
Investasi Permanen
Penyertann Modal Pemerintah kota
Investasi Permanen Lainnya
Jumish Investas]l Permanen
Jumish Investasi Jangks Panjang

ASET TETAP
Tanah
Purulatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigrsi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnyn
Konatruksl dalam Pengerjaan
Akumulasl Penyusutan

Jumiah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ABET LAINNYA
Tagihan Penjuslan Angsuran
Tuntutan Gentl Rugi
Hemitraan dengen Pihuk Kotiga
Asot Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Jumliseh Aset Lainnya

JUMLAH ASET
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E. PENGUNGKAPAN
Suaty entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi
Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
1 Rincian kontrak konstruksi dalam pengeriaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka wakiu penyelesaiannya;
Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
Uang muka kerja yang diberikan;

Retensi.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM
1. Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana

yang disisihkan untuk menampung kebutuban yang memerlukan dana

relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang

matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk

pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam Qanun yang
didalamnya mencakup:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam
bentuk rekening tersendiri;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi
Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan
dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan
pembentukannya sebagaimana contoh dibawabh ini:

Dana Cadangan | Dana Cadangan Pembangunan Jembatan

Dana Cadangan Pembangunan Gedung

Dana Cadangan Pembangunan Waduk

Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada

Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga
Nasional (PON)

Dst....




LAMPIRAN XII:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM AKUNTANS]
PEMERINTAH KOTA LANGSA

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM
1. Definisi
Mengacu inada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah kota, dinyatakan bahwa aset lainnya merupakan aset
*. pemerintah kota yang tidak dapat diklasifikasiken sebagai aset lancar,
- investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
W sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup
penting bagi pemerintah kota karena mampu memberikan manfaat
ekonomi dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai
 transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas
" dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan
keuangan pemerintah kota sehingga keakuratan dglam pencatatan dan
pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi
menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki
karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun
pengungkapannya. ‘
- 2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset Iamnya diklasifikasikan sebagai

berikut:
SRR
Tagihan Jangk: Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
] - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Sewa
Kerjasama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah
‘ _ Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud Goodwill
- Lisensi dan Frenchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain Aset Lain-Lain
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Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang
hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi
kewenangan SKPK.

Aset lainnya yarg menjadi kewenangan PPKD meliputi:
a. Tagihan janghka panjang;

b. Kemitraan deagan pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yvang menjadi kewenangan SKPK meliputi:
a. Asct-l tak berwujud; dan

b. Aset lajn-_}ajn.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Pihak-Pihak Terkait PPKD

'Pihak-pihak yang terkait dalam sistern akuntansi Aset Lainnya pada

PPKD-antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD).

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD {PPK-PPKD)
Dalam sistern akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan
fungsi akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:
1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. '
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus
Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalkK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunya tugas
menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidast yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD.
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2. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPK

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada
SKPK antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK- SKPK),
Bendahara Pererimaan SKPK, Bendahara Pengeluaran SKPK dan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
a. PPK-SKPK
Dalam sistera akuntansi aset lainnya, PPK-SKPK melaksanakan
fungsi akuntzansi SKPK, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukt-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening {rincian objek).
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).
b. Bendahara Penerimaan SKPK

Dalam sistern akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPK
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPK.

~ ¢. Bendahara Pengeluaran SKPK

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKPK memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan
gistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPK.

d. PA/KPA -
Dalam sisterm akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas:

1) Menandatangani laporan keuangan SKPK sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD).

- 2) Menandatungani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

-
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- C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Dokumen pada PPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset

lainnya pada PPKD:

i

Tagihan Jangka | Tagihan Penjualan Angsuran: | Kontrak/Perjanjian
Panjang a. Penjualan Kendaraan Penjualan secara
Perorangan Dinas Kepada | Angsuran/Berita Acara
- Kepala Daerah Penjualan/ yang
b. Penjuaian Rumah Dipersamalkan
Golongan HI
Tuntutan Ganti Kerugian Keputusan Pembebanan
Daerah dan/ atau Dokumen
yang Dipersamakan
Kemitraan Sewa Kontrak /Perjanjian -
dengan Pthak Sewa /yang
Ketiga Dipersamakan
Kerjasama Pemanfaatan Kontrak/Perjanjian
Kerjasama —
Pemanfaatan/ dokumen
yang Dipersamakan
Bangun Guna Serah (BOT) Konirak/Perjanjian
Kerjasama -
BOT/Dokumen yang
Dipersamakan
Bangun Serah Guna (BTO) Kontrak/Perjanjian
Kerjasama - BOT &
BAST/Dokumen yang
- Dipersamakan
Aset Lain-lain Restricted Cash Per-
KD/ SP2D/Dolkumenyan
g Dipersamakan

2. Dokumen Pada SKPK

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset
lainnya pada SKPX:

TLisensi dan Frenchise

LG &

A

Surat/ljin dari pemegang

Aset Tidak
Berwujud Haki/Dokumen yang
_ Dipersamakan
Hak Cipta Haki/Dokumen yang
Dipersamakan
Paten Haki/Dokumen yang
= Dipersamakan
Aset Tidak Bervnyjud Lainnya | Dokumen menyesuaikan

101 %



Penghapusan Penghapusan /Dokumen

Aset Lain-lain [ﬁaganéwﬁﬁ_s_ak_ dalamn Proses | Surat Usulan
_|yang Dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR

- 1. JURNAL STANDAR pada PPKD

a. Tagihan Janyka Panjang

~ Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran
dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang
dapat diterima dari penjualan aset pemerintah kota secara
angsuran kepada pegawai/Walikota. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan
dinas kepada Walikota dan penjualan rumah golongan III
kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset
t;tap yanyg dikuasai oleh SKPK. Sebelum proses dipindah
tangankan /dijual, SKPK “menghapus” dari pembukuannya
dengari mekanisme SKPK akan menyerahkan aset tersebut
kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak
dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik
daerah yang akan dijual.

Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara
angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal
pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen
transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini
mencatat “Tagihan Penjualan Angsuran” di debit dan “Surplus -
Penjualan Asct Non Lancar” serta “Aset Tetap” di kredit (asumsi
harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual).
Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai
yvang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.
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Jurnal Standar - Tagihan Penjualan Angsuran
Jurnal 1.0 dan Neraca

| - Temggal ., Nomorjiy- - Kode . . Urgian . Debit Kredit
X 2000 XX Tegihan Angsurast Penjualan XK
! b 9.4.¢ Akumulasi Penyusutan Gedung XXX
dan Bangunan
XX Surplus penjualan Asct 200K
Gedung dan Bangunan-1.0
p e o ¢ Aset Tetap = Gedung dan XXX
Bangunan

ija penguasaen aset tetap yang dijual berada dibawah
penguasaan SKPK maka sebelum dilakukan jurnal tersebut
diatas hesrus -dilakukan pencatatan atas pengembalian
penguasaai aset tetap dari SKPK ke PPKD. Fungsi akuntansi
PPKD dan PPK-SKPK melakukan jurnal atas pengembalian
penguasaaa aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jurnal Srandar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap
dari SKPK ke PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD - Jurnal LO dan Neraca:

. Taznggel [-Noraoe [iiy Kode . | iy * ‘Usdany: . . .Debit . | Kredit
e | puiti I ifRe!ﬁemng SR E :
XX X XX Aset Tetan — Gedung dan Bangunan XXX
X0 RK SKPK 00K
300K Aloamulasi Penyusutan Gedung oo
dan Bangunean

PPK-SKPK - Jurnal LO dan Neraca:

Debit: | Kiedit'
x0K
0 rm:muzuipenyummn Gedung dan XX
Bangmnn
0 Anet Tetap ~ Gedung dan 000
Bangunan

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka
setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi
akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:
Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan
ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca
CHE il.- C i ‘ '.__M T : o : . _ : " :
XX XX Bagian Lancar Tagihan Penjualan KK
Angmirah = Rumah Dinas
o Tagihan Angsuran Penjuslan xxx
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Jika pembeli tersebut melakkukan pembayaran angsuran, maka
fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
| Buakd Rekening S : :
K XN 200, Kan di Kes Deerah X
- 200 Bagian Lancar Tagihan X0
Angsuran Penjualan— Rumah
Dines
Jurnal LRA.
c 0T ] Buldi | Rekening - A o
XX 23X P oo Perubahan SAL X0
o4 Pendapatan - Xl
Angesuran/Cicilan Penjualan
Rumah Dinas - LRA

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian
adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan
uang vyang harus dikembalikan kepada daerah oleh
seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
Pembebanan dan/atau dokumen yang  dipersamakan
diterbitkan. Berdasarken dokumen tersebut, fungsi akuntansi
PPKD aken membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan
kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat
""I‘untutan Ganti Kerugian Daerah” di debit dan “Pendapatan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO” di kredit.

Jurnal Staadar — Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LO dan Neraca

" Tanggel | Homwe{ |  Kode Urniady ; Debit | Kredit
i 1 a7 Reloming ; cd
po. 4.4 X XXX Canti Kerugian Dasrah 2000
Pegawai Bukan
.
000 Pendapatan Tumtutsn Ganti 0
Kerugian Dacrah terhadap
Pegawai Bukan Bendnhara-LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar,
atau piut:ng yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui
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piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan,
fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap
akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

J;lrnal LO dan Neraca

200

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus
TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar -~ Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar
Tuntutan (Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

-~ Tapggal (| Momor: ]  Kode D Urainn Debit Kredit
ey v Ml i) Releening ! K .
X oo 000 Kan di Kaa Daersh bt 4 4
prewd Bagian Lancir Tuntutan XI00
Ganti erugian Daerah
terhadap Pegawai Bukan
Bendahara
*} Jurnal ini dibuat setiap bulan sast ada transaksi pembayaran cicilan TGR
Jurnal LRA
. Tanggal { Nomor i Kede .| . Urndan _ Debit Kredit
FL Bukti § Rekeniig | . S
+ XXX XXX X Perubehan SAL 5.9 4
o Pendapatan Tuntutan Qanti XX
Kerugian Dacrah terhadap
Pegawai Bukan Bendahara-[LRA

b. Kemitraan ¢engan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, pemerintah kota diperkenankan melakukan kemitraan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian kemitraan
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ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan
mereklasifikasi dari Aset Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan
dengan Pihak Ketiga™.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga -

Sewn

Jurnal LC dan Neraca

| Tanggal [ “Nomar || Kode . Urian Debit | Kredit
A e 1] Releen 155 N :
XXX XXX X0 Kemitraan dengan Pihek Ketiga — b o o4
Sewn Tanah Kantor
X Aset Tetap - Tansh Lapangan 200
Olahraga

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai
pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO”.
Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi
akuntans: PPKD akan menjurnal:

:Jumal LC dan Neraca

‘Tengeel | Nomor ;| Kode Relening . Uraidn Debit Kredit
X X 0L Kas di Kas Dasrah XX
00 Haail dari Pemanfaatan b 504
Kekayann Daerah - Sewa - LO
Jumal LkA
Tenggal:] MNomor . | Kode Rekening Uraisn Debit | Kredit
X XX 000 Perubshan SAL 20K
xx Hasil dari Pemandfsatan o
Kekaynen Daerah - Sewa —
LRA
Pada ‘masa perjanjian kerjasama berakhir, aset

kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah
kota. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi
PPKD akan menjurnal:

Jurmnat LO dan Neraca
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2. Kerjasamsa Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolazn = Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa
kerjasama. pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan
sumber p:mbiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasams./kemitraan, yaitu dengan perubahan Klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan
(KSP). '
3. Bangun Guna Serah —- BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Buletin T:knis SAP Nomeor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintsh kota menyebutkan bahwa BGS adalah suatu bentuk
.kerjasaman berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
gerta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,
kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana
fain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhimya
jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam
perjanjiar. ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-
masing pihak. |

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah
kota kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah
dari Aset Tetap.

Jumal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga —
Bangun Guna Serah - BGS/BOT

Jurnal LO dan Neraca
XX, i dengan Fihak Ketiga xxx
- Banpun Guna Serah /BGS
{BOT) atas Tanah Kantor
XxKX Aset Tetap — Tanah XXX
LapanganOlahm?

4, Bangun Serah Guna ~ BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal
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Pemerintah kota menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan
aset pemcrintah kota oleh pihak ketiga/investor dengan cara
pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
-sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset
yang dibangun tersebut kepada pemerintah

daerah uatuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan

aset tersebut.

BSG diakkui pada saat pengadaan/pembangunan gedung
dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap
digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset
oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah kota disertai
dengan Kkewajiban - pemerintah kota untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh
pemerintah kota ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Bangun Serah Guna - BSG/BTO .

Jurnal LO dan Neraca

b 454 X Kemitraan dengar Pihak Ketiga —
Bangun Setah Guna/B3G (BTO)
atas Tanah Lapamgan & Gedung
Olahraga

0K

Aa:l-'n:tap-—'l'anahlapmgan X0
X0

¢. Aset Tidak Ferwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud
menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB} adalah aset non-
moneter yaag tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan |
salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam
menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan
serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari Iuar entitas.
Aset tak'hberwujud terdiri atas:

a.Goodwill;

b.Hak Paten atau Hak Cipta;
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c.Royalti;

d.Software;

e.Lisensi;

{. Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka
Panjang;

g.Aset Tak Berwujud Lainnya;

h.Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi
SKPK membuat jurnal pengakuan aset tidak bervujud.
Jurnal tersebut mencatat *Aset Tidak Berwujud® di debit dan
“Kas di Berndahara Pengeluaran” (UP/GU/TU) ataun “RK PPKD”
di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang relevan,

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

XXX XXX Aset Tidak Berwujud - Software X000
- X RK PPKD 100
Jurnal LRA
| Tangeal | Nomer Bultd i Kode Relening | - iUrsian Debit | Kredit
xXxXx XXX 200 Belenje Barapg dan Jasa— h ooy
Kemaultanad - Software
200 Perubahan SAL X0

-

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak
berwujud yang dapat disusutkan sclama masa manfaat aset yang
bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) discbut amortisasi.

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan
berbagai mctode sepert garis lurus, metode saldo menurun dan
metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang
telah dibabas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang
digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola
tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, pemerintah kota

dapat menggunakan metode garis lurus., Amortisasi dilakukan
setiap akhir periode dengan mencatatat “Beban Amortisasi” di
debit dan “Akumulasi Amortisasi” di kredit
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Jurnal Standar Péngakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca
ieRar | Tommor Bukcl;| Hode Rexeming J TUrelsn [ Debit | Kredit
AKX XX XXX Beban Amortisasi - Software X
O Akumulasi Amortisasi Softwere X0

d. Aset Lain-lain

Aset tcteip vang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini
dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau ast tetap
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan {Proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal).

Aset lain-lain diskui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah kota dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada
saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi
akuntansi SKPK akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan
penghapussn akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.
Jurnal tersebut mencatat “Aset lain-lain® dan “Akumulasi
Penyusutan” di debit serta “Aset tetap (sesuai rincian objek) di
kredit berdzsarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO ¢an Neraca
] o Momor 1] Kede AT T
2K JOX___| Aset Lain-lain - Traktor Rusak X
XXX Axumulasi Penyusutan Alat-alat X
Besar Damt - Traktor
X0 Alat-alat besar Darat — Tralcor XK

E. Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD

Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait
' denganaset lainnya berupa tagihen jangka panjang, kemitraan dengan
pihak ketiga dan aset lain-lain.
1. Tagihan Jangka Panjang
. a. Tagihan Penjualan Angsuran
Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset
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tetap SKPK yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPK. Setelah
dihapus/dikembalikan penguasaannya dari pembukuan SKPK, SKPK
akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima
pelimpahan aset tetap yang hendak dijual ini dengan mencatatnya
sebagai aset tetap.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan
berupa perjenjian/berita acara penjualan aset secara angsuran,
fungsi akurtansi PPKD akan mencatat “Tagihan Penjualan
Angsuran..... (sesuai rincian objek)” di debit sesuai nilai yang
tertera pada berita acara penjualan, dan “Aset Tetap ... {sesuai
rincian objek)” di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai
penjualan dan nilai buku aset ini dicatat sebagai “Surplus
Penjualan Asct non Lancar” di kredit jika selisihnya positif.

Jurnal LO dan Neraca
. Tanggal | . Nowmor Hode. ’ i . Urwinn Debit Kredit
poo 4 XX & & 4 Tagihan Penjualan Angsuran 200(
000 Slgrpluspenjunlmmt'retap ..... - o
0 Aset Tetap .......... 300

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif,
maka selisih ini dicatat sebagai “Defisit Penjualan Aset Non Lancar”
di debit.

Jurnal LO dan Neraca

KL Defiait Penjualan Aset Tetap ..... LD oL

 Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka
‘setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan
reldasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam
satn tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi
akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca
00K AN X000 Bagisn Lancar Tagihen Penjualen KKK
Angsuran — Rumah Dinas
X Tagihan Penjualan Angsuran 0
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Jika pembeli/pegawai tersebut melakukan pembayaran angsuran,
meka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai
berikut:

Jurnal LO dan Neraca

- Tanggol | :Nefnor | fide |- R Dehit . | Kredit
XX XX XK Kas di Kas Dacrah po o4
X Bagian Lancar Tagihan Penjualan XX
Angsuran - ......

Pendapatan, - Angsuran/Cicilan o
Penjualan ...-LRA

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan olch kepala unit/satuan
kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sckretariat
untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat
keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah
untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini

selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui
kepala unit/satuan kerja. Jika SKTJM telah melewati masa waktu
jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut.
Berdasarkan SK-SKTJM dan SKP2K ini, fungsi akuntansi PPKD
akan mengakui tagihan tuntutan kerugian dacrah dengan jurnal:

Jurmal O dan Neraca

Paisggal | Ndmor | ;Kode S, Urmimn Debit | Kredit
XX XXX KK Tuntutan Ganti Kerugien Dagrah ...... XX
0L Pendapatan Tuntutan Genti Kerugian p. 5.5 8
Daerah terhadap ....... -1

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap akhir
tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk
mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke
depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan
melakukan r:klasifikasi dengan jurnal:

Jumnal LO dsn Neraca

:Tenggal | Nomor | :Kode 2 Uraian Dehit Eredit
b o4 XX XXX Bagian Lencar Tuntutan Ganti Kerugian boe 4
. Daerall ..vove-
XxX Tuntutan Gent Kerugian Daectah 2
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Ketika pegawai i'ang terkena kasus TGR ini melakukan pembayaran

angsuran, maka, berdasarkan bukti setor herupa STS/yang
dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:
Jurnal LO dan Neraca
[engial | Noiner [ Kode w13 § Uraien ! Debit | Kredit
00K 0% Kas di_Kas Daerah 300X
004 Bagain Lancar Tuntutan Ganti 00X
ian Deerah, terhadap Pegawai
Bukan Bendahara
xxx 0 X Perubahan AL X
XXX Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian X

. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pibak,
fungsi ekuntansi PPKD akan mereklasifikasi “Aset Tetap” thenjadi
“Kemitraan dengan Pihak Ketiga” dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca
‘Tanggal | Nomor Uraisn Debit Kredit
o X X0 Kemitraan dengen Pihak Ketigs - .... 0o

00K Aset Tetap ~ ... K

Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai
pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO”
. Berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, fungsi akuntansi
PPKD akan menjurnal:

* Jurnal LO dan Neraca
Tenggal | Nomor ‘Hode Uralan Debit Kredit
Bulkti Rekening . :
XXX 00X prererd Kaa di Kas Daerah 20K
XX Hanil dari Femanfaatan Kelayaan XX
- Dacrsh - ......... - LO
Jurnal LRA
“Terggel | Nameor iKode e Urmian Debit | Kredit
[ Bkt Rkening e ,
XXX KKX KKK Perubshan SAL oo
XX Hasil dari Pemanfaatan Kekayuan o4
Dserah - ....... - LRA
Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset

kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada pemerintah kota.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), fungsi akuntansi
PPKD akan menjurnal:
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Jurnal LO d:n Neraca

= i H Teti o |..I e ‘_ - T.
Kemitrasn dengen Pihak Ketign ~ XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di

PPKD:

Saat Penju-dam

Saat Piutar.g
Jatnh Tempo

Pembayaran

i Deliait Penjualan Asct Non

-] Fungei Alkuntensi PPKD:

SLE Aset Tetap — Gedung
] &Bangunan

RK SKPK

Bangunan)
Aset Tetap = prdung &

Tuntutan Ganti Kerngian

Pendapatan
Oanti Kerupian
Daerah...-LO

Bagisn Lanear Tunmtan
Ganti Kerugian Daerah...

Tuntatan Gant
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Saat Heail
Diterima

Saat Aset
Dikembalikan
e SKPK

- Saat Kemitraan

Aset lrinnya-Kemitraan XXX
FPihak -
Anet Lain-isin
Kan di Kas Daerah xNX
Hasil dari Pemanfanten
Daerah...- LO
Perubshan SAL XXX
Hasil dari Pemaniaatan
Kekaywen Daerah. ...
- LIRA
Anet Lain-lain XXX
Anet Tetap XXX
Aset Lain-lain
RK SKPK XXX
Aset Tetap

' F.I Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPK

" Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPK meliputi pencatatan dan
. pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset
" lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain

1. Aset Tldak Beraujud

Ketika, aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPK, maka PPK-SKPK akan mencatat perolehan aset tidak berwujud
tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah
terima, dengar. menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPK

Jurnal LO dan Neraca
il AL T R o
XX XXX 3000 “Asct Tidak Berwujud XK
WK Utang Belania......
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Ketika dilakukan pembayaran atas peroieh aset tidak berwujud
tersebut, PPK-SKPK melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen
terkait, misal TBP atau SP2D-LS, dengan mencatat “Utang Belanja” di
debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran™ di kredit jika dibayar
menggunakan uang UP/GU/TU atau “RK PPKD” di kredit jika
pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud
pada SKPK

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

| Nomdor odd Rekening | 1. . Uraisn . Debit | Kredit
000 XK 20X Utang Belanja.... 00
KX Kas di Bendahara Pengeluaran 21
Atau
Jurnal LO dan Neraca
.'._ ERBEEEES 1 Bll- . Hlixi i .
XXX XXX XXX Utang Belanja...... XK
PloTeld RK PPKD XX

Sebagai tramsaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak
berwujud tersebut, PPK-SKPK mencatat “Belanja Barang dan Jasa -
...» di debit dan. “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Jurnal LRA
“Tanggal | Nemér - Urainn Debit | Kredit
XL 0K p.v o4 Belanja Barang/.Jasa... 2000

X0 Perubahan SAL 200K

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran
(Permendagri Momor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA
Tenggal | Nomor L Uraian Debit | Kredit
' Buikti i
2000 x| XXX Belanja Batang/Jass. .. XXX,
XRX Perubshan SAL peed
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2. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah
dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK - SKPK membuat bukti
memorial yang diotorisasi
mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Asct Lain-Lain”
di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan
penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - - di debit
serta “Aset Tetap - ... di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke

aset lain-lain.

Pengguna

Anggaran

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPK
Jurnal LO dan Neraca

dan kemudian

gal | Nomor Bukti | Kbde Rekening | - : Urainn Debit | Xredit
X Awet Tetep..... XX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPK:

Pancataion omh GKOK Pencaiatan oish SKPF,
No | Teamekd Tiglan o | K| Uran | DebA | Kedt]
4 | Aset Tidak Berwujud 5
SagtAsel Ditorima | Asol Tidak Berwujud X T DaskAdakmal
Utan Betanja 20X
Sack Porbayaren Ba 3 iy Tidok Ada Jured
UPIGUTY Kas ¢ Bencahara Pengeluaran X
SasiPembayaran | Utang Bekena _ X -
1S RK PERD 00 | Fan di Kas Deersh 0
2 Asot lsw-iain Aset Lan-ain F5ed Ticak Ade Jumal
Akumulasi Panyusutan XX ]
Aset Tetg YRR
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LAMFIRAN XHI:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM AKUNTANS!
PEMERINTAH KOTA LANGSA

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

-A. UMUM
1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran [ PSAP
Nomor 09 tenteng Kewajiban menjelaskan bahwa kewsajiban adalah

_ utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
- mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota.
\chajiban pemerintah Kota dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja
pada pemerintanan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/ realokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum

' sebagz;i konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam modul ini terdiri atas
~ sistem akuntansi kewajiban di SKPK dan sistem akuntansi kewajiban di
PPKD. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai
dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan
dengan  dokumen yang sah  sampai  kepada  proscs
~ penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan., Kewajiban
merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya. mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah dacrah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul
akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, be:rikatan dengan
' pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada
‘masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau
kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan
| 'dapaj: dipaksakan secara hukum sebagai kensekuensi atas kontrak atau
' peraturan perundang-undangan.
2. Klasifikasi
' Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh  tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban
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jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual

Nomor 09 tentanz Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewsjiban jangka pendek merupakan. kewajiban yang diharapkan
dibayar dalanr. waktu paling lJama 12 buian setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah kota,
utai'ig kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendck kepada
pihak ketiga. utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian

- lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12

bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewsjiban jangka panjang jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali ({refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendaan kembali {refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui.

- Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai
herikut:

SETE S ; o ”*; L : .
Utajxg Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
ewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya
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B. SISTEM AKUNTANS[ KEWAJIBAN DI SKPK

Akuntansi kewajiban di SKPK terdiri atas penerimaan utang,
pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewsjiban si SKPK
terdiri atas: PPTK, PPK-SKPK dan PPKD.
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk

pengadaan barang/jasa kegiatan, dengam memiliki tugas sebagai

berikut:

1. melakukari pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan
kebutuhan kegiatan dengan menggunakan  nota  pesanan/
dokumen lain yang dipersamakan;

2. menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan
dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

3. menyiapksn dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPK

Dalam sistem akuntansi Xkewajiban, PPK-SKPK melaksanakan

fungsi akuntansi pada SKPK dengan memiliki tugas scbagai

berikut: ‘

1. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya  berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum,;

2. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besur masing-masing rekening (rincian objek);

' 3. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LC}, Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dglam sistcm akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal

pengadaan barang/jasa oleh SKPK dilakukan dengan mekanisme

pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas:
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1. Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan
mekanisme LS kepada SKPK;

2. Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara
PPKD dan SKPK untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang
dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPK.

' d. Pengguna Anggaran {PA / KPA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan

keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPK.

. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara

lain:

1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pernerintah
kota;

2. Nota Pesanan;

3. Berita Acara Serah Terima,

4. Kuitansi;

5. Surat Perjanjian Kerja;

6. SP2D UP/GU/TU;

7. SP2D LS;

8. Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan
keuangan SK’K.

. Jurnal Standar

 Akuntansi kewajiban di SKPK terdiri atas pencatatan atas terjadinya

utang dan pembigyaran utang.

Ketika SKPK melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa

. yang telah dilal:sanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPK

akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan

dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan

Beban dan (2) Pendekatan Aset.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat
pengadaan/pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan
belum dilakukan. '
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1. Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat
oleh fungsi akuntansi SKPK adaiah:

Jurnal LO atau Neraca

Fanggal : Nomor. i Cor0 o - Uralan Debit | Kredit
X WX eban ATK KX
Utang Belanja Bahan Pakai Habls 0

2. Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat
oleh fungsi akuntansi SKPK adalah:

Jurnal LO atan Neraca

tanggal ' Nomor |  Kode . Yralan Debit | Kredit
bt XK b4 ¢4 Persediaan Alat Tulis Kantor 10!
XX Utang Belanja Bahan Pakai Habis X0
. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan

pelixbayaran /pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme
UP/GU, maks jurnal yeng dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah:
1. Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat

oleh fungsi akuntansi SKPK adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggak: Nomor [T Kode: [ i1 . Uskn,. - Debit | Kredit
1K b4+ 00 ang Belanja Bahan Pakai Habis XX
XXX s di Bendahara Pengeluaran XX
Jurnal LRA
Tavegal] Nomor [ — Kedet {1y ] ' mramp Debit [ Kredit
XX xx% XXX Belanja ATK 00(
XXX Perubahan SAL XXX
2. Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat
oleh fungsi akuntansi SKPK adalah:
Jurnal LO atau Neraca
0K xxX by + 4 Utang Belanja Bahen Pakai Habis 2000
XX Kas di Bendahara Pengeluaran P4+ 4
Jurnal LRA
fanggali Nomor (| Kode | {: Uralan' Debit | Kredit
0K NXK XXX elanja ATK X0(%)
' XXX  |Perubahan SAL XXX*)
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) Pengakuan nilai belanje ditentukan berdasarkan mctode  pencatatan  yang
dilakukan Apakeh menggunakan metod¢ perpetual atau metode periodic Perlakuan
Metode Pe -petual maupun Metode Periodik dibahas dalam Lampiran PERSEDIAAN

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan
pembayaran/ celunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS,
maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah:

Jurnal LO atau Neraca
¥ Kode,  fiif §  Urslani: Oebit | Kredit
RN Utang Belanja Bahan Pakai Habis 0K
200 RK PPKD 200X
Jurnal LRA
Tanggal|{omor Bukti}: S L Yiala Debit | Kredit
XXX X0 nja ATK oo
XXX Perubahan SAL ¢
Catatan :

Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian /pengadaan
barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan
anggaran /dana untuk menyelesaikan/membayar utang.

 C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD

- Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran
utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : (1)
| - Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD
terdiri atas : Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD.
a. Fungsi Akuntansi - PPKD
Dalam sisten akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD
dengan memiliki tugas sebagai berikut:

123 ?'



1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek};

3} menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan
Operasionzd (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keunangan (CaLK].

‘h. Bendahara Umum Daerah (BUD)
" Dalam sistemm akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi
mengadministrasi penerimaan utang, pembahayaran utang dan
" reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:
1) mienyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan
reklasifileasi utang;
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala
SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Dacrah (FPKD)
Dalam sistern akuntansi Lkewajiban, PPKD memiliki tugas
menandatangani laporan keuangan Pemerintah kota sebelum
diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistern akuntansi kewajiban PPKD
antara Jain:

a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
kota;
. b, Sutat Perjanjian Utang;
Nota Kredit;
d. SP2D LS.

e
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3, Jurnal Standar

Pencatatan oleh PPKD
No Transaksi Uralan Debit | Kredit
Kas di Kas Daerah o
Kewajiban langka Panjang 00
1 | Saat penerimaan pemblayaan .
men ' Perubahan SAL 00
Penerimaan Pembiayaan X
Seban Bunga 0
2 | Saat pembayaran bunga kewaliban Kas di Kas Daerah L
Bunga Utang 00
Perubahan SAL XK
Kewajiban Jangka Panjang 3000
3 | Saat pelunasan kewajiban Kas di Kas Daerah o
Pengeluaran Pembiayaan 00K
Perubahan SAL s
Kewajiban Jangka Panjang 000
4 | Saatreklasifikasi Bagtan Lancar Kewajiban Jangka
- Panjang 00

| 4. [lustrasi

e

a. Penerimaan Ltang

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara Pemerintah
Kota Langsa Jengan Bank Aceh, Pemerintah Kota Langsa menerina
Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening
kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD
mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca "

Lo . 1 Kode:: .
Nota Kredit DO s di Kas Daerah
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

fjiﬁ: i - [Pebit Kredit

PRI

han SAL
pOO( Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ...
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b. Pembayaran Utang

Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban yang
telah jatuh ternpo. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

r’emhwaran Pokok Piniaman .Kepada Bank POXX

rerubah.an SAL

c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukti memorial terkait pengalkuan bagian utang jangka
parjang yang harus dibayar tahun ini, Setelah diotorisasi oleh

PPKD, bukti memorial tersebut menjadi

dasar bagi Fungsi

Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan
mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar
Utang Jangks. Panjang” di kredit dengan jurnal:

Jurnal 1O ateu Neraca

Tanggal

i

Debit |

PO

e o
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

DOXO(

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri
Sektor Perbankan Kas di Kas Daerah

ﬁ/ WALIKOTA LANGSA, @

——Cncan

_? USMAN ABD?JLLAH
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B.

D.

PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarken dalam pengeluaran
pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam
program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Qanun.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas
Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus
melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

PENGUKURAN

1. Pembehtukah Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui
SP2D-LS tefkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai
nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa
jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dﬂcap{taﬁsasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat
scbagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan AsH Daerah
yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil
dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD
akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana,
cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana
cadmgm. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

W PEMERINTAH KOTA LANGSA

NERACA
FER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalem Rupiakh}

NO. URAIAN 20X1

:

NN A Wk -

ASET

ASET LANCAR
Kas di Kns Daergh
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
' _Investasi Janglka Pendek

EHEE
TR
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B < Piutang Pajalk Xxx Xax
9 Piutang Retribusi Xax Xnx
Hj Penyisihan Piatang Xnx Moo
11 Belanja Dibayar Dimnka fo0g o)
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perugahasn Negara Xxx ==
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daersh Xxx Xxx
14 Bagian Lancar Pinjeman kepada, Pemerintah Pasat xx Xxx
15 Bagiat;alancar Pinjaman kepads Pemerintah kota KXo Xox
16 Bagion Lencar Tagihan Penjualan Angsuran Xxx Xxx
7 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Xxx xxx
18 Piuteng Lainnya Xxx Xxx
19 Persedinan Xox Xxx
20 Jumilah Aset Lancar Xxx Xxx
21 =
22 INVESTASI JANGKA PANJANG
23 Investasi Nonpermanen
24 Pinjamen Jangka Panjang Xxx ==
25 Investasi datam Surat Utang Negara Xxx Xxx
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan Xxx Xxx
2% Investasi Nonpermanen Lainnya Xxx X
28 Jumlih Invesiasi Konpsrmanen Xxx Xxx
29 Investasi Permanen
ao Penyertaan Modal Pemerintah kota Xx Mo
al Investasi Permsnen Lainnys Xxx Xacx
az Jumlah Investasi Permensen Xxx Axx
Jumilah Investasi Jangka
23 Panjang Xxx Xxx
34
35 ASET TETAP
36 Tanah Xaox Xxx
37 Peralatan dan Mesin Xxx Xxx
a8 - Gedung dan Bangnnan Xxx Xxx
39 Jalan, Irigasi dan Jarningan Xrx X=zx
40 Aset Tetap Lainnya Xxx Xxx
41 Konsiruksi dalam Pengerjaan xx Xxx
42 Akumulasi Penyusutan XXX XX
43 Jumlah Aset Tetap Xxx Xxx
44
45 DANA CADANGAN
46 Dana Cadengan Xxx Xxx
47 Jumiah Dana Cadangan Xnx Xxx
E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

{CalK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar hukum (Qanun) pembentukaan dana cadangan;

2. tujuan pembentukan dana cadangan;

3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

5. sumber dana cadangan; dan

6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM
1. Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah kota, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset
pemerintah kota yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang culkup
penting bagi pemerintah kota karena mampu memberikan manfaat
ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai
transaksi terkait aset lainnya seringkali menmiliki tingkat materialitas
dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan
keuangan pemerintah kota sehingga keakuratan dalam pencatatan dan
pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi
meneni‘pathan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki
karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun
pengungkapannya.
2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai

berikut:
Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
J Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Sewa
Ketiga
Kerjasama Pemanfaatan
’ Bangun Guna Serah
Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud Goodwill
Lisensi dan Frenchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Asct Lain-lain Aset Lain-Lain




Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang
hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi

kewenangan SKPK.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
a. Tagihan Jangka Panjang;

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan

c. Asct lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPK meliputi:
a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

B. PENGAKUAN .
Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan
pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
a. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan
tuntutan ganti kerugian daerah.
a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah kota secara angsuran
kepada pegawai/kepala daerah pemerintah kota. Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan
perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah
golongan III.
b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti
kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh
seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR
terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian (SKP2K).



b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, pemerintah kota diperkenankan melakukan kemitraan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi

aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama
pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama
pemanfaatan (KSP} diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/
kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

¢. Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah kota menyebutkan bahwa Bangun Guna Scrah (BGS)
adalah suatu bentuk kerjasama  berupa pemanfaatan aset
pemerintah kota oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain
berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu
tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah kota setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing
pisk

BGS‘ dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kota
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
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tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap. '

d. Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah kota menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG)
adalah pemanfaatan aset pemerintah kota oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak Kketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
pemerintah kota untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan

aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor
kepada pemerintah kota disertai dengan kewajiban pemerintah kota
untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh pemerintah kota ini dapat juga dilakukan secara
bagi hasil.
¢. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB)
menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-
moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu
jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Aset ini sering
dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas
dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari
proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Goodwiil

Goodwill adalah kelecbihan nilai yang diakui oleh pemerintah kota
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwill dihitung berdasarkan sclisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersibh perusahaan,

s



b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarmya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah kota.
Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan
aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk
memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan
hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. -

d. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat
digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB
memiliki lgarakteristik berupa adanya hak istimewa/cksklusif atas
software berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin vang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta
vang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka wakitu dan syarat
tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang
dapat diidentifikasi sebagai aset.



g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang
ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengetjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya
melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut
sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak
berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset ~ work in progress), dan
setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset
tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah kota atau
dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak
digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal}. Aset
lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
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C. PENGUKURAN
1. Tagihan Jangka Panjang
a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan genti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K
dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan.

2. Kexjasamé Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3. Bariéun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
pemerintah kota kepada pihak ketiga/investor untuk membangun
aset BGS tersebut.

4. Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu
sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah kota ditambah
dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perclehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas pemerintah kota untuk memperoleh suatu aset
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tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat
ckonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang
melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas
pemerintah kota tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri

dari:

a.Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut

dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari

biayé yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan;

3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi

secara baik.
Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perclehan yang meliput
biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari
harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputcr,_ maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,

namun bia}?a perolehannya tidak dapat ditehusuri dapat disajikan

sebesar nilai wajar.
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4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah
aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah kota direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai
tercatat/nilai bukunya. '

AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak
berwujud yvang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah
penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara
sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus,
metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode
penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi
yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak
dapat ditentukain secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi
dilakukan setiap akhir periode.

D. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh
penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah kota.

PENWERIMNTAH HEOTALANGEA.
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E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,
BOT dan BTO);
4, informasi lainnya yang penting.



KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM
1. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor
09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang
yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran Keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota.
Kewajiban pemerintah kota dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kecpada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewsjiban
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan' secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau

peraturan perundang-undangan.
2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual
Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer
pemerintah kota, utang kepada pegawai, utang bunga, utang
jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
Keﬁga {PFK}, dan bagian lancar utang jangka panjang,.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan
dibayar .dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam wakiu
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12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

2) entitas bermaksud untuk mendanai’ kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai

berilkut:

Kewajlban Jangkapendek L Umng Peﬂum F.hak I{em [PFK) i .
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangkn Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewnjiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya.

PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber
daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul
dari:
1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah kota menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk
memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang
atas belanjﬁ ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactionsj
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah kota berkewajiban memberikan uang atau sumber daya
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lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah
atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related
events)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah kota, kewajiban
diakui ketika pemerintah kota berkewajiban mengeluarkan sejumlah
sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah
kota dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada
kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah kota.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah kota, kewajiban diakui ketika
pemerintah kota memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang
tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian
menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal
pemerintah kota memutuskan untuk menanggulangi kerusakan
akibat bencana alam di masa depan.

PENGUKURAN

Kewajibail pemerintah kota dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan
dan dinyatakdn dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam
pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti
karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran
untuk nfasing-masing pos kewajiban.
Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah kota
berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan
dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing
jenis kewajiban jangka pendek.
1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah kota menerima
hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah kota
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
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memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor
memﬁa.ngun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang
ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumiah yang dicatat
harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan

berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan
perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum
dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai
bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4, Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum
disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih
harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya
adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang
atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah kota juga diukur

berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka

panjang pemerintah kota, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar
pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak
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perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal
pinjaman dari World Bank.
2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas
utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai
pari (original face value} dengan memperhitungkan diskonto atau
premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah
dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya.
Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka
nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh
tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium,
maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh
tempo.

PENYAJIAN
Kewajiban jangka pendek dan kewsgjiban jangka panjang pemerintah
kota disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoch

penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
dalam Neraca Pemerintah kota.



NERACA
PEMERINTAH KOTA LANGSA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian ' 20X1{ 20X0
KEWAIJIBAN
KEWANBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XK | XK
Utang Bunga X0 XX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX | XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya x| xxx
Bagian Lancar Utang Datam Negeri - Lembaga Keuangan Bank x| o
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 0| 0
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi XX {0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya XXX | x0x
Utang Jangka Pendek Lainnya X0 | 000
Jumiah Kewajiban Jangka Pendek 0o | 006
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat X0 [ 00
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya X | 00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank x| 0
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank X0t |00
Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX | 00K
Utang Jangka Panjang Lainnya XX |0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 000 | X0
JUMLAH KEWAIJIBAN 00 |0

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;



. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sckuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga yang berlaku;

. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
tempo;

. perja;ljian restrukturisasi utang meliputi:

a. peﬁgllrangan pinjaman;

b. modifikasi persyaratan utang;

c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;

d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;

e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.

. jumla:h tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
umur utang berdasarkan kreditur.

. biaya pinja;na.n:
a. perlakuan biaya pinjaman;

b. jumiah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan

c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
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LAMPIRAN III :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA LANGSA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM
1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos
yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang
mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode
sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk
membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi
kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain
disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh
pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar
dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan
di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula
ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada
perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2

(dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan. yang diharapkan
tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali

menjadi 2 {dua) jenis:
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
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b. Kesalahan berulang

Kcsalahah berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan
pajak dari wajib pajak yang memeriukan koreksi sehingga periu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. PERLAKUAN
1. Kesalahan tidak berulang
a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun vyang
bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan
LRA, belanja, pendapatan LQ, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada
tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat
karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah

pusat.
b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang
terjadi delam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode
tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode
sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila_laporan keunangan belum diterbitkan, maka dilakukan
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (schingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
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yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain—LRA. Dalam
hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode scbelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena
kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan
sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah
penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga
perla dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada
saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan  mengurangi pendapatan—LRA maupun
pendapatan-LO yang bersangkutan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. UMUM
1. Definisi
perubahan kebijakan akuntansi terjadi akibat dari perubahan di dalam
perla]c}lan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari
perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan
estimasi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan
hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda
diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi
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pemerinizhan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan
lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

2. Klasifikasi

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai

berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
dan ‘

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut

harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
persyaratan-persyaratan schubungan dengan revaluasi.

B. PENYAJIAN

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

A. UMUM
1. Definisi
Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas
berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan
terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga
memiliki dampak yang signifikan terbhadap realisasi anggaran atau

posisi aset/kewajiban

2. Klasifikasi
Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
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a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c. (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; (d) Memiliki
dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

Anggaran, belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang
ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran
berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang
menycbabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa
tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama
bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari
anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal
harus menyerap 50% (lima puluh persen} atau lebih anggaran tahunan,
maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.
Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas
memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai
peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya
dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-
lain untuk kebutuhan darurat,

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa,
luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud
menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai
aset/kewajiban entitas.

B. PENYAJIAN
Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa
harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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